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ABSTRAK

Salsabila Al-hasni (21111080), Skripsi, Implementasi Akad
Kerjasama Antara Rumah Sakit Syariah dan BPJS Kesehatan: Tinjauan
Kepatuhan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-
MUI/X/2016. (Studi Kasus Rumah Sakit Syariah Ridhoka Salma).
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah , Fakultas Syariah Dan Ekonomi
Islam , Institut Ilmu Al-Qur’an, 2025.

Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 mewajibkan rumah
sakit syariah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Namun, pada
praktiknya masih terdapat kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga
menimbulkan permasalahan ketidaksesuaian akad kerja sama dengan prinsip
syariah serta ketergantungan rumah sakit syariah pada BPJS. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik akad kerja sama antara RS
Syariah Ridhoka Salma dan BPJS Kesehatan serta menganalisis
kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 107/2016 dan Fatwa
DSN-MUI No. 98/2015.

Metode penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif berupa studi
kasus dengan pendekatan empiris, data primer di peroleh melalui wawancara
dengan pihak Komite Syariah dan Manajer Marketing RS Syariah Ridhoka
Salma serta observasi langsung proses pelayanan pasien BPJS. Data sekunder
dihimpun dari jurnal, buku, fatwa, peraturan perundang-undangan, dan
dokumen kerja sama rumah sakit.

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa kerjasama antara RS
Syariah Ridhoka Salma dan BPJS Kesehatan dilaksanakan melalui akad
ljarah ‘ala al-A ‘mal, dengan pembatasan pada layanan yang dikelola langsung
oleh rumah sakit. Kedua, kepatuhan syariah dalam kerjasama ini dijaga
melalui mekanisme takhsis yang berlandaskan pada prinsip hajjah ‘ammah,
maslahah mursalah, dan hifz al-nafs, dengan pengawasan aktif Dewan
Pengawas Syariah serta adanya upaya mitigasi terhadap potensi pendapatan
non-halal. Dengan demikian, praktik kerjasama tersebut sesuai dengan
ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 107 dan 98.

Kata Kunci: Akad Kerjasama, Rumah Sakit Syariah, BPJS Kesehatan, Fatwa
DSN-MUI, Kepatuhan Syariah.
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ABSTRACT

Salsabila Al-hasni (21111080), Thesis, Implementation of Partnership
Agreement Between Islamic Hospitals and BPJS Health: A Review of
Sharia Compliance Based on the Fatwa of DSN-MUI Number 107/DSN-
MUI/X/2016. (Case Study of Ridhoka Salma Islamic Hospital). Study
Program of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia and Islamic Economics,
Institute of Al-Qur’an Sciences, 2025.

DSN-MUI Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 requires Islamic hospitals
to cooperate with Islamic financial institutions. However, in practice, there are
still collaborations with BPJS Health, which leads to issues of non-compliance
of the cooperation contract with Sharia principles as well as the dependence
of Islamic hospitals on BPJS. This study aims to understand the mechanism of
the cooperation contract practice between Ridhoka Salma Islamic Hospital
and BPJS Health and to analyze its compliance with the provisions of DSN-
MUI Fatwa No. 107/2016 and DSN-MUI Fatwa No. 98/2015.

The research method in this study is qualitative in the form of a case
study with an empirical approach, primary data was obtained through
interviews with the Sharia Committee and the Marketing Manager of Ridhoka
Salma Sharia Hospital as well as direct observation of the BPJS patient service
process. Secondary data were collected from journals, books, fatwas,
regulations, and hospital cooperation documents.

The results of the first research indicate that the cooperation between
Ridhoka Salma Sharia Hospital and BPJS Health is implemented through the
ljarah ‘ala al-A ‘mal agreement, with limitations on services directly managed
by the hospital. Second, the compliance with Sharia in this cooperation is
maintained through a takhsis mechanism based on the principles of Adjjah
‘ammah, maslahah mursalah, and hifz al-nafs, with active supervision from
the Sharia Supervisory Board and efforts to mitigate potential non-halal
revenue. Thus, the practice of this cooperation is in accordance with the
provisions of DSN-MUI Fatwa No. 107 and 98.

Keywords: Cooperation Contract, Sharia Hospital, BPJS Health, DSN-MUI
Fatwa, Sharia Compliance.
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BAB I
PENDAHULUAN

Bab I merupakan dasar pijakan penelitian ini. Dalam bab ini
dijelaskan latar belakang masalah yang melahirkan urgensi kajian
mengenai akad kerja sama antara rumah sakit syariah dan BPJS
Kesehatan. Perdebatan mengenai kesesuaian akad dengan prinsip
syariah menjadi fokus wutama, mengingat fatwa DSN-MUI
menegaskan kewajiban rumah sakit syariah untuk bekerja sama
dengan lembaga keuangan syariah.

Pada bab ini menguraikan identifikasi masalah, pembatasan,
serta perumusan masalah yang menjadi arah penelitian. Tujuan dan
manfaat penelitian juga ditegaskan, baik secara teoretis sebagai
kontribusi dalam hukum ekonomi syariah, maupun secara praktis bagi
rumah sakit syariah, masyarakat, dan pembuat kebijakan. Ditampilkan
pula tinjauan pustaka dan metode penelitian yang digunakan, sehingga
bab ini memberikan gambaran awal yang komprehensif mengenai arah
dan kerangka penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia, kesehatan
memiliki peranan krusial dalam keberlangsungan hidup, sehingga
memerlukan fasilitas yang memadai seperti rumah sakit. Rumah
sakit berperan penting dalam penanganan masalah kesehatan
masyarakat dan wajib memberikan layanan sesuai dengan kode
etik profesi serta standar medis yang berlaku. Seiring dengan
pesatnya dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya
persaingan antar fasilitas kesehatan, rumah sakit dituntut untuk
terus meningkatkan kualitas pelayanannya. kesadaran umat islam

dalam menerapkan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek



kehidupan pun semakin meningkat, termasuk dalam mendorong
terwujudnya sistem pelayanan publik.! Salah satu nilai yang kini
menjadi perhatian khusus adalah prinsip-prinsip syariah dalam
pelayanan kesehatan, kesadaran masyarakat muslim terhadap
pentingnya menjalani hidup sesuai ajaran agama telah mendorong
berkembangnya ekonomi syariah diberbagai sektor. Sejak tahun
1990-an, masyarakat Indonesia mulai mengenal dan
memanfaatkan institusi berbasis syariah seperti bank syariah,
koperasi syariah, pengadaian syariah, hingga hotel dan
supermarket syariah. Perkembangan ini terus meluas ke sektor
kesehatan, yang ditandai dengan hadirnya rumah sakit syariah.?
Rumah sakit islam sebagai bagian dari institusi berbasis
syariah, merupakan institusi layanan kesehatan yang menjalankan
seluruh aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip Magasid al-
Syari‘ah al-Islamiyyah yaitu menjaga agama, menjaga hidup,
menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Prinsip-
prinsip tersebut menjadi acuan utama dalam pelaksanaan
manajemen rumah sakit, baik dalam aspek pemasaran, pengelolaan
sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun keuangan.
Dengan pendekatan yang holistik, rumah sakit islam hadir sebagai

alternatif solusi atas kompleksitas masalah kesehatan masyarakat.’

! Fitra Khasanah Khoiirunnisa, “Problematika Penerapan Akad Bukan Syariah dalam
Kerjasama dengan Pihak Eksternal. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.” [Skripsi Sarjana, Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022], h. 1-2.

2 Jihan Ardiansyah, “Analisis Penerapan Akad Pada Rumah Sakit Syariah Nur
Hidayah Bantul,” [Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, Jakarta 2022], h. 1.

3 Hilmi Ridho, “Transaksi Kemitraan Usaha antara Rumah Sakit Umum Dr. H.
Koesnadi dengan layanan Kesehatan BPJS Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” Jurnal
Ekonomi dan Hukum Islam 6, no. 2. [2022], h. 23.



Konsep rumabh sakit syariah hadir dengan pendekatan yang
tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani (raga), tetapi juga
kebutuhan rohani (jiwa) pasien serta seluruh bagian dalam struktur
rumah sakit. Seluruh operasional dan aktivitas rumah sakit
disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal
akad atau perjanjian yang dijalankan.

Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang
pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip
syariah, menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan rumah
sakit berbasis nilai-nilai syariah. Dalam fatwa tersebut, diatur
bahwa rumah sakit syariah wajib memiliki dewan pengawas
syariah serta wajib mematuhi dan merujuk pada fatwa-fatwa
majelis ulama Indonesia (MUI) dalam berbagai aspek operasional.
Rumah sakit juga diwajibkan menggunakan obat-obatan,
makanan, minuman, kosmetik, dan barang gunaan yang telah
memiliki sertifikasi halal, maka diperbolehkan menggunakan
produk yang tidak mengandung unsur haram. Rumabh sakit syariah
juga wajib bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, baik
dalam bentuk perbankan, asuransi, pembiayaan, penjaminan,
maupun dana pensiun. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan
bahwa rumabh sakit syariah harus menjalankan seluruh aktivitasnya
secara konsisten sesuai prinsip syariah.*

Mukisi adalah Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh
Indonesia (MUKISI) didirikan pada tahun 1994 sebagai dari

Upaya untuk menyatukan fasilitas kesehatan berbasis syariah di

4 Ariani Oktavianti, “Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Pelayanan Rawat Inap di
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang,” [Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022], h. 1-2.



Indonesia. MUKISI kemudian memulai Upaya tersebut pada tahun
2015 dengan meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk membangun dasar hukum
yang kuat bagi fungsi rumah sakit syariah. Penerbitan Fatwa DSN-
MUI Nomor 107 tahun 2016 adalah hasil antara diskusi intensif
antara kedua lembaga di Bogor pada awal tahun 2016. Secara
resmi, fatwa ini menjadi pedoman untuk penyampaian perawatan
medis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.’

Dengan semakin meluasnya penerapan prinsip-prinsip
syariah di berbagai sektor di Indonesia, saat ini telah memiliki
sekitar 500 rumah sakit yang menerapkan prinsip syariah di
berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 rumah sakit
telah berhasil memperoleh sertifikasi syariah, sementara 72 rumah
sakit lainnya sedang dalam proses sertifikasi dengan mengajukan
permohonan melalui MUKISI.® Organisasi MUKISI sendiri telah
menetapkan standar khusus untuk proses sertifikasi berbasis
syariah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di
dunia yang mengeluarkan fatwa tentang rumah sakit syariah.
Untuk menentukan apakah rumah sakit layak mendapat sertifikasi
syariah, digunakan 12 standar utama, 62 sub-standar, dan 201
elemen penilaian sesuai dengan tingkat sertifikassi yang diajukan.’

K.H Ma’ruf Amin juga mengatakan bahwa akan lebih mudah

> Shofya Humaira Siti Salma, “Penerapan Kepatuhan Syariah Rumah Sakit Ridhoka
Salma Cikarang Terhadap Fatwa DSN-MUI No 107/DSN-MUI/X/2016,” [Tesis, Fakultas
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024], h. 1-2.

® Erik Purnama Putra, “Wapres: Di Indonesia Ada 31 Rumah Sakit Berstatus Syariah
dan 72 Berproses,” Republika, 2023, https://share.google/TChemuCcb03TMS5ZYR diakses
pada tanggal 4 Agustus 2025 pada pukul 5.17

7 Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), Standar dan
Instrumen Rumah Sakit Syariah-Versi 1441 (Jakarta, 2019)



https://share.google/TChemuCcb03TM5ZYR

mendapatkan sertifikat syariah apabilah rumah sakit telah
mendapatkan Akreditasi dari Komite Akreditas Rumah Sakit
(KARS).®

Pelaksanaan sertifikasi syariah tidak terbatas pada rumah
sakit Islam. Rumah sakit umum daerah (RSUD) Tangerang adalah
salah satu contoh rumah sakit umum milik pemerintah yang telah
berhasil mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN-MUI
Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan rumah sakit
umum tersebut menuai respons beragam di masyarakat. Beberapa
pihak mempertanyankan urgensi penerapan label “syariah” pada
rumah sakit milik pemerintah, terutama karena khawatir akan
adanya pembedaan perlakuan terhadap pasien muslim dan non-
muslim, namun pihak rumah sakit menegaskan bahwa pelayanan
yang diberikan tetap bersifat universal dan tidak diskriminatif.
Salah satu pasien yang rutin berobat di RSUD Tangerang bahkan
menyatakan bahwa status syariah rumah sakit tersebut bukan
menjadi persoalan selama masih dapat menggunakan layanan
BPJS. Sebagaimana diketahui bahwa BPJS merupakan lembaga
penjaminan konvensional, sedangkan Fatwa DSN-MUI No.
107/ DSN-MUI/X/2016 secara tegas menyebutkan bahwa rumah
sakit syariah semestinya bekerja sama dengan lembaga keuangan
berbasis syariah. Sebagian besar pasien RSUD Tangerang
merupakan pengguna BPJS, dengan latar belakang sosial-ekonomi
menengah kebawah. Kondisi ini menjadikan keberadaan BPJS
sebagai penjaminan kesehatan sangat krusial, meskipun rumah

sakit tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam

8 Admin Muidigital, MUI Dorong Penerapan Syariah untuk Rumah Sakit — Majelis

Ulama Indonesia


https://mirror.mui.or.id/berita/10433/mui-dorong-penerapan-syariah-untuk-rumah-sakit/
https://mirror.mui.or.id/berita/10433/mui-dorong-penerapan-syariah-untuk-rumah-sakit/

pelayanannya.’

Situasi yang terjadi di RSUD Tangerang ini
mencerminkan realitas bahwa rumah sakit syariah tetap
bergantung pada lembaga penjaminan konvensional seperti BPJS.
Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah
dalam sistem layanan kesehatan belum sepenuhnya sejalan dengan
fatwa yang telah ditetapkan.

Selain itu masih terdapat masalah lain seperti dalam suatu
kasus di Bekasi, seorang pasien (IB) mengajukan gugatan terhadap
Rumah Sakit AB dan Dr. Y atas dugaan pengabaian hak-hak
pasien. Hakim dalam persidangan memeriksa apakah ada
pelanggaran hukum kesehatan, perlindungan konsumen, atau
aspek administrasi yang mendukung perlindungan pasien. °

Masalah lainnya adalah masih adanya dugaan bahwa
praktik rumah sakit syariah masih belum sepenuhnya sesuai
syariah, misalnya menurut Siti Rahayu ef a/l dalam artikel berjudul
“Serifikasi Syariah bagi Rumah Sakit di Indonesia,” pada Health
Information: Jurnal Penelitian menyampaikan bahwa: “Masih saja
ada rumah sakit yang belum 100% menjalankan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.” Selain itu dalam
artikel jurnal tersebut juga disampaikan bahwa meskipun
mayoritas responden mendukung adanya akad syariah dalam
pelayanan rumah sakit, implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107

dianggap belum optimal. Beberapa akad belum sesuai dengan

9 Abraham Utama, “Rumah Sakit Syariah: Kontroversi RSUD Tangerang, Syariah
Karena Mayoritas Muslim tapi Berpotensi Diskriminatif.” Portal BBC Indonesia Rumah sakit
syariah: Kontroversi RSUD Tangerang, 'Syariah karena mayoritas Muslim tapi berpotensi
diskriminatif' - BBC News Indonesia diakses 5 Agustus 2025 Pukul 18.42

10 Fina Rozana Rohima Akmal, “Perlindungan hukum atas pelanggaran hak pasien
dalam persetujuan tindakan kedokteran (studi kasus Putusan Nomor 462/Pdt/2016/PT.BDG)”
[Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah: Jakarta] 2016, h. 1.
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ketentuan fatwa, dan penyelesaian sengketa kontrak masih
menggunakan jalur litigasi di Pengadilan Negeri, bukan
mekanisme berbasis syariah. !

BPJS Kesehatan sebagai lembaga jaminan sosial milik
negara memegang peranan penting dalam sistem layanan
kesehatan bagi masyarakat luas, keberadaan BPJS dalam praktik
rumah sakit syariah menimbulkan perdebatan sebagian pihak
mempertanyakan kesesuaian sistem BPJS dengan prinsip -prinsip
syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima’
Ulama 2015 menyatakan bahwa sistem BPJS belum sesuai syariah
karena mengandung unsur riba, garar (ketidakjelasan), dan maysir
(perjudian), khususnya dalam aspek akad dan pengelolaan dana.
Fatwa ini mendorong agar pemerintah menyusun sistem jaminan
sosial yang selaras dengan nilai-nilai islam. Di sisi lain, Nahdlatul
Ulama (NU) justru menilai bahwa BPJS merupakan wujud nyata
dari prinsip fa‘awun (tolong-menolong) yang sejalan dengan
magqasid al-syari‘ah, khususnya dalam upaya menjaga jiwa (hifz
al-nafs).”> NU memandang BPJS sebagai bentuk ijtihad kebijakan
publik yang sah dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat,
terlebih dalam situasi minimnya ketersediaan layanan jaminan
kesehatan syariah.

Perbedaan pandangan ini tidak hanya muncul di antara
ormas keagamaan, tetapi juga di kalangan akademisi. Prof. Dr.

Hasbullah Thabrany dari Universitas Indonesia berpendapat bahwa

' Siti Rahayu et all., eds, “Analisis Kebutuhan Pelayanan Kesehatan syariah di
rumah sakit, Jakarta Indonesia” Health Information: Jurnal Penelitian Vol. 15. No. 2. 2023

12 Mughni Labib, “BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Nahdlatul Ulama),” Jurnal Hukum Islam. 16. No. 2.

[2018]



label “tidak sesuai syariah” terhadap BPJS adalah bentuk
kekeliruan dalam memahami substansi program ini. Beliau
menegaskan bahwa BPJS sejatinya mencerminkan solidaritas
sosial, karena peserta sehat membantu peserta sakit, suatu konsep
yang sesuai dengan nilai islam.!® Sedangkan Kiai Cholil Nafis
menilai BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Beliau berpendpat bahwa program tersebut mengandung unsur
jahalah (ketidaktahuan) dan garar (ketidakpastian) karena
ketidakjelasan akad dalam hubungan antara peserta dan BPJS,
termasuk ketidakpastian posisi BPJS sebagai pengelola atau pihak
lain.!* Dalam peluncuran buku layanan Syariah BPJS Kesehatan
Aceh, Kiai Cholil Nafis menyebut bahwa sejak 2015 BPJS telah
berupaya menyesuaikan akad-akad dan pengelolaan keuangannya
agar sesuai syariah, khususnya menggunakan akad wakalah bi al-
ujrah (delegasi dengan imbalan). Buku pedoman ini dimaksudkan
sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat dan pegawai BPJS tentang
bagaimana layanan BPJS sesuai prinsip Fatwa DSN-MUI dapat
diterapkan di aceh secara bertahap dan sistematis.!'

Sementara itu, kesesuaian BPJS dengan prinsip-prinsip
syariah masih menjadi perdebatan di kalangan tertentu, terutama

dalam konteks rumah sakit syariah. Mereka khawatir bahwa

13 ADY, “Akademisi kritik Fatwa MUI tentang BPJS”
https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-kritik-fatwa-mui-tentang-bpjs-
1t55¢525379¢131/ diakses pada 6 Agustus 2025 Pukul 1.36

4 Achmad Fazeri, “KH Cholil Nafis: MUI Rekomendasi Supaya dibentuk BPJS
Kesehatan Sesuai Syariah” Hidayatullah.com https://share.google/aAfUd6 YpCyf48tkuO
15 Admin muidigital, “ Launching Buku Layanan Syariah BPJS Kesehatan Aceh, Kiai

Cholil: Syariat Islam itu Inklusif https:/mui.or.id/baca/berita/launching-buku-layanan-
syariah-bpjs-kesehatan-aceh-kiai-cholil-syariat-islam-itu-inklusif?utm_source=chatgpt.com
diakses 5 Agustus 2025 Pukul 18.42



https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-kritik-fatwa-mui-tentang-bpjs-lt55c525379c13f/
https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-kritik-fatwa-mui-tentang-bpjs-lt55c525379c13f/
https://share.google/aAfUd6YpCyf48tkuO
https://mui.or.id/baca/berita/launching-buku-layanan-syariah-bpjs-kesehatan-aceh-kiai-cholil-syariat-islam-itu-inklusif?utm_source=chatgpt.com
https://mui.or.id/baca/berita/launching-buku-layanan-syariah-bpjs-kesehatan-aceh-kiai-cholil-syariat-islam-itu-inklusif?utm_source=chatgpt.com

penggunaan sistem konvensional oleh lembaga keuangan syariah
dapat melemahkan penerapan prinsip-prinsip islam dan fatwa yang
telah dikeluarkan. Perdebatan mengenai status kesyariahan BPJS
kesehatan menjadi konteks yang tidak terhindarkan. Namun, dari
prespektif Hukum Ekonomi Syariah, titik kritis permasalahan ini
sejatinya bergeser pada analisis interaksi kontraktual atau akad
kerjasama yang terjalin. Fokusnya bukan lagi sekedar pada status
halal atau haram lembaga penjamin, melainkan pada keabsahan
dan kesesuaian akad yang dilakukan oleh rumah sakit syariah
sebagai subjek hukum yang secara spesifik terikat pada ketentuan
Fatwa DSN-MUI. Dalam fikih muamalah, setiap transaksi harus
memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah, dan
kerjasama ini perlu dianalisis dari kerangka tersebut!®

Meskipun fenomena kerjasama ini terjadi secara luas,
mekanisme praktik akad antara rumah sakit syariah dan BPJS
kesehatan belum terdeskripsikan secara komprehensif dalam
kajian-kajian yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara realitas di lapangan dengan literatur ilmiah yang tersedia.!”

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan mengingat
masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu adanya dugaan
ketidaksesuaian antara praktik akad kerja sama rumah sakit syariah
dengan BPJS Kesehatan dan ketergantungan rumah sakit syariah
pada lembaga penjaminan konvensional, meskipun sudah
diwajibkan untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah

menurut Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Masalah

16 Mardani, “Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2015), hlm. 78

17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14
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ini menciptakan kesenjangan antara aturan yang seharusnya
dijalankan dengan praktik yang ada di lapangan. Pandangan
akademisi mengenai kesesuaian BPJS dengan prinsip syariah juga
beragam, dengan sebagian pihak menganggap BPJS sesuai dengan
maqasid al-syari‘ah, sementara yang lain memandangnya
mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah. Dengan
demikian, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena
akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai
mekanisme akad kerja sama antara rumah sakit syariah dan BPJS
kesehatan, serta untuk menganalisis sejauh mana kesesuaiannya
dengan Fatwa DSN-MUI, untuk menemukan solusi atas tantangan
yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah pada rumah sakit
syariah di Indonesia. Hingga saat ini, belum banyak penelitian
yang secara rinci mengkaji dan membahas bentuk akad (perjanjian
kerjasama) antara rumah sakit syariah dan BPJS kesehatan.
Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Syariah
Ridhoka Salma. yang memiliki keistimewaan dan keunggulan
yang mendukung kelancaran penelitian ini. Salah satu
keistimewaan utama RS Ridhoka Salma adalah penghargaan
bergengsi yang diraihnya sebagai "RS dengan Capaian Kepatuhan
Tertinggi Kontrak Kerja Sama 2024".'"* Penghargaan ini
mencerminkan konsistensi dan komitmen rumah sakit dalam
menjaga kualitas pelayanan serta kepatuhan terhadap regulasi yang
berlaku, termasuk dalam menjalin kerja sama dengan BPIJS

Kesehatan. Momen ini menandai prestasi konsisten rumah sakit

18 Tim Langit 7, “RS Ridhoka Salma Raih Penghargaan sebagai Rumah Sakit dengan
Capaian Kepatuhan Tertinggi Kontrak Kerja Sama 2024
https://share.google/J9IwSe7IAe6fRCINt
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yang telah berhasil meraih penghargaan selama empat tahun
berturut-turut dengan kategori yang berbeda, membuktikan
dedikasi dan konsistensi dalam mempertahankan standar layanan
kesehatan yang optimal. Keunggulan lainnya adalah bahwa RS
Ridhoka Salma telah berhasil mengimplementasikan prinsip-
prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016, yang menjadikannya sebagai rumah sakit syariah
yang patuh terhadap pedoman yang berlaku dalam sistem layanan
kesehatan. "

Dengan segala keunggulan tersebut, RS Ridhoka Salma
memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana
implementasi akad kerja sama antara rumah sakit syariah dengan
lembaga penjaminan konvensional seperti BPJS Kesehatan dapat
diterapkan dalam kerangka syariah. Pengalaman rumah sakit ini
dalam bekerja sama dengan BPJS, serta kepatuhannya terhadap
prinsip syariah, menjadi sangat relevan untuk menilai kesesuaian
praktik akad kerja sama yang berlangsung dan apakah sudah sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini dituangkan dalam karya ilmiah Skripsi yang
berjudul: “Implementasi Akad Kerjasama antara Rumah Sakit
Syariah dan BPJS Kesehatan: Tinjauan Kepatuhan Syariah
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016.
(Studi Kasus RS Syariah Ridhoka Salma Cikarang)”

19 Tim Langit 7, “RS Ridhoka Salma Raih Penghargaan sebagai Rumah Sakit dengan
Capaian Kepatuhan Tertinggi Kontrak Kerja Sama 2024
https://share.google/J9IwSe7IAe6fRCINt
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B. Permasalahan

Identifikasi Masalah

1.

Sebelum menuju kepada pembatasan masalah, penulis

melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, anatara lain:

a.

Rumah sakit syariah seharusnya menjalin kerja sama
dengan lembaga keuangan berbasis syariah sebagaimana
diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016,
pada praktiknya masih terdapat kerja sama antara rumah
sakit syariah dan lembaga penjaminan konvensional seperti
BPJS Kesehatan.

Belum adanya kejelasan mengenai bentuk dan mekanisme
akad kerja sama antara rumah sakit syariah dengan BPJS
Kesehatan dari perspektif hukum ekonomi syariah.
Diperlukan kajian mengenai sejauh mana akad kerja sama
yang dilakukan rumah sakit syariah dengan BPJS
Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016.

Terdapat potensi konflik antara prinsip kepatuhan syariah
yang harus dijalankan rumah sakit syariah dengan
kewajiban melayani pasien peserta BPJS Kesehatan,
sehingga perlu dianalisis titik temu atau solusi

akad yang sesuai.

Pembatasan Masalah

Di perlukan batasan-batasan masalah yang akan ditentukan

sebagai tolak ukur untuk pencapaian target penelitian. Berikut

batasan masalah yang di ambil:



a.
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Mekanisme praktik akad kerja sama antara RS Syariah
Ridhoka Salma dengan BPJS Kesehatan.

Kesesuaian praktik akad kerja sama antara RS Syariah
Ridhoka Salma dengan BPJS Kesehatan berdasarkan
Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah yang telah diuraikan di atas,

maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu:

a.

Bagaimana mekanisme praktik akad kerja sama antara RS
Syariah Ridhoka Salma dengan BPJS Kesehatan?

Bagaimana kesesuaian praktik akad kerja sama antara RS
Syariah Ridhoka Salma dan BP JS Kesehatan sesuai
dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 107/X/2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah  Sakit

Berdasarkan Prinsip Syariah?

. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, peneliti mempunyai

tujuan penelitian sebagai berikut:

a.

Untuk mengetahui mekanisme praktik akad kerja sama antara

RS Syariah Ridhoka Salma dan BPJS Kesehatan.

Untuk menganalisis kesesuaian praktik akad kerja sama antara
RS Syariah Ridhoka Salma dan BPJS Kesehata dengan
ketentuan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan

Prinsip Syariah.

. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi

manfaat sebagai berikut:
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1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah,
khususnya terkait implementasi fatwa DSN-MUI dalam
praktik akad kerja sama antara rumah sakit syariah dan
lembaga penjaminan konvensional. Penelitian ini juga dapat
menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas
kesesuaian praktik pelayanan publik dengan prinsip-prinsip
syariah.
2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan bacaan dan informasi bagi penelitian yang
sejenis juga dapat menjadi bahan acuan bagi penulis dan
peneliti lainnya dalam penelitian karya ilmiah. Selain itu,
penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran
akad kerja sama dengan lembaga penjaminan konvensional
seperti BPJS Kesehatan agar tetap mengacu pada prinsip-

prinsip syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-
penelitian terdahulu yang relevan dengan peristiwa atau masalah
yang diteliti. Hasil penelitian sebelumnya dijadikan acuan literatur
dalam menentukan topik permasalahan, arah, serta tujuan
penelitian. Selain itu, tinjauan pustaka berperan dalam
menempatkan posisi penelitian yang sedang dilakukan, sehingga
dapat diketahui apakah penelitian tersebut bersifat penyempurna,
pelengkap, pembanding, pengembang, atau uji ulang terhadap
penelitian sebelumnya. Menurut Cooper, tinjauan pustaka dapat

berbentuk beberapa jenis: (1) peninjauan terhadap literatur yang
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ada untuk merangkum dan mengintegrasikan temuan sebelumnya,
(2) peninjauan yang bertujuan mengkritisi literatur, (3) peninjauan
untuk menghubungkan satu topik dengan topik lain, dan (4)
peninjauan guna mengidentifikasi isu-isu utama dalam suatu

20 Dengan landasan tersebut, pembahasan

bidang kajian.

selanjutnya akan diarahkan pada kajian literatur yang relevan

untuk memperkuat dasar teoritis penelitian ini.

1. Tesis yang berjudul “Penerapan Prinsip Syariah di Rumah
Sakit JIH Solo Jawa Tengah dan Kesesuainnya dengan Fatwa
DSN-MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman
Penyelenggaran Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah”
disusun Oleh Muhammad Ugbah Azis (2020).

Tesis ini menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan
metode penelitian lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit JIH Solo telah
menerapkan nilai-nilai manajemen syariah, namun dua unsur
belum terpenuhi yaitu penggunaan bank konvensional dan
sertifikasi halal makanan yang masih dalam proses. Dalam hal
pelayanan syariah, juga ada dua unsur yang belum terpenuhi
yaitu tidak adanya dewan pengawas syariah dan belum
merujuk pada fatwa MUI untuk masalah hukum islam
kontemporer dalam kedokteran. Meskipun rumah sakit ini
belum menerapkan prinsip syariah secara sempurna karena
baru beroperasi sejak 2019. JIH Solo berkomitmen untuk

tumbuh sebagai rumah sakit syariah yang sesuai dengan fatwa

20 Cooper dalam “Tinjauan Pustaka: Pengertian, Fungsi, Manfaat, dan Contoh.
Gramedia Literasi,” https://share.google/qjseiw543vEuaufPG diakses 20 Agustus 2025
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DSN-MUI dan regulasi, dengan terus meningkatkan kualitas
dan kuantitas. !

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu
keduanya membahas penerapan prinsip syariah di rumah sakit
serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016. keduanya menggunakan pendekatan kualitatif
dan mengandalkan data primer dari institusi rumah sakit.
Selain itu, kedua penelitian ini menekankan pentingnya prinsip
syariah dalam manajemen dan pelayanan rumah sakit. Adapun
perbedaannya terletak pada fokus analisis yang berbeda,
penelitian sebelumnya ini lebih —menekankan pada
implementasi nilai-nilai syariah di rumah sakit JIH Solo secara
keseluruhan, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada
mekanisme akad kerja sama antara rumah sakit syariah dan
Lembaga penjaminan konvensional serta kepatuhan terhadap
fatwa DSN-MUI.  Penelitian penulis juga berusaha
mengintegrasikan prespektif praktisi di lapangan, yang
menjadi hal baru yang tidak dibahas dalam penelitian tesis
sebelumnya.

2. Tesis yang berjudul “Penerapan Kepatuhan Syariah Rumah
Sakit Ridhoka Salma Cikarang terhadap Fatwa DSN-MUI No.
107/DSN-MUI/X/2016” disusun oleh Shofya Humaira Siti
Salma (2024).

Tesis ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif

deskriptif dengan landasan yuridis-empiris. Hasil penelitian ini

2 Muhammad Ugbah Azis, "Penerapkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit JIH Solo
Jawa Tengah Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016,”
[Tesis, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institute Ilmu Al-Qur’an (IIQ),
Jakarta, 2020]
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menunjukkan bahwa rumah sakit ridhoka salma beroperasi
berdasarkan maqashid syariah, dengan fokus pada empat
elemen penting: akad, pelayanan, kehalalan makanan dan obat-
obatan, serta pengelolaan keuangan. Rumah sakit ini telah
menerapkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI
No. 107/DSN-MUI/X/2016, yang tercermin dalam penerapan
indikator mutu wajib dan standar pelayaan minimal. Tingkat
kepatuhan syariah di rumah sakit mencapai 87% menunjukkan
bahwa mayoritas karyawan dan manajemen memahami dan
menginternalisasi pentingnya penerapan prinsip syariah.?
Secara keseluruhan, rumah sakit ridhoka salma telah
memenuhi standar kepatuhan sesuai dengan fatwa tersebut.
Persamaan penlitian penulis dengan tesis terdahulu adalah
keduanya fokus meneliti di rumah sakit ridhoka salma, serta
meniliti kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016. Adapun perbedaannya penelitian sebelumnya
lebih umum menganalisis penerapan prinsip syariah secara
keseluruhan, termasuk indikator mutu wajib dan standar

pelayanan minimal.?

Dalam penelitian penulis sendiri yaitu
lebih spesifik, dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme
praktik akad kerja sama antara rumah sakit syariah dan
Lembaga penjaminan konvensional (BPJS Kesehatan), serta
menganalisis kesesuaian praktik akad kerja sama tersebut

dengan ketentuan fatwa. Dalam penelitian tesis sebelumnya

22 Shofya Humaira Siti Salma, “Penerapan Kepatuhan Syariah Rumah Sakit Ridhoka
Salma Cikarang Terhadap Fatwa DSN-MUI No 107/DSN-MUI/X/2016,”[Tesis, Fakultas
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024]

23 Shofya Humaira Siti Salma, “Penerapan Kepatuhan Syariah Rumah Sakit Ridhoka
Salma Cikarang Terhadap Fatwa DSN-MUI No 107/DSN-MUI/X/2016,”[Tesis, Fakultas
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024]
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yaitu bersifat deskriptif untuk menilai Tingkat kepatuhan
secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada
analisis mendalam mengenai akad kerja sama, memberikan
perspektif baru tentang bagaiman rumah sakit syariah
beroperasi dalam kerangka hukum syariah.

3. Skripsi yang berjudul, “Problematika Akad Bukan Syariah
Dalam Kerjasama Dengan Pihak Eksternal. Ditinjau Dari
Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016” Fitra Khasanah
Khoirunnisa (2022).

Penelitian skripsi ini menekankan peran penting rumah
sakit dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat,
khususnya rumah sakit syariah. Tujuan penelitian adalah untuk
menganalisis penerapan kerjasama dengan pihak eksternal di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan
kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 107. Metode yang
digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan
deskriptif kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perjanjian kerjasama yang ada belum menggunakan akad
syariah, dan implementasinya belum sesuai dengan fatwa MUI,
terutama dalam penerapan akad musharakah mutanaqisah dan
mudharabah. 24

Adapun Persamaan penelitian ini memiliki fokus yang
sama, yaitu penerapan prinsip syariaah dalam operasional

rumah sakit, serta menganalisis kesesuaian kerjasama dengan

2% Fitra Khasanah Khoirunnisa, “Problematika Penerapan Akad Bukan Syariah
Dalam Kerjasama dengan Pihak Eksternal. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 107 Tahun
2016.” [Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2022]
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fatwa DSN-MUI No. 107. Namun, terdapat perbedaan
signifikan dalam objek dan tujuan penelitian. Penelitian
penulis sendiri berfokus pada rumah sakit ridhoka salma,
sedangkan penelitian sebelumnya di lakukan di rumah sakit
PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan penelitian penulis
sendiri yaitu menganalisis mekanisme praktik akad kerja sama
dengan Lembaga penjaminan konvensional, sementara dalam
skripsi peneliti sebelumnya lebih umum dalam menganalisis
kerjasama dengan pihak eksternal tanpa menekankan jenis
akad tertentu.

4. Jurnal yang berjudul “Transaksi Kemitraan Usaha antara
Rumah Sakit umum Dr. H. Koesnadi dengan Layanan
Kesehatan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” Hilmi Ridho
(2022)

Dalam penelitian jurnal ini bertujuan untuk mengetahui
bentuk transaksi kerjasama antara BPJS Kesehatan dan RSUD
Dr. H. Koesnadi, serta pandangan hukum islam terkait
transaksi jasa dan jual beli sarana. Metode yang digunakan oleh
peneliti Adalah deskriptif prespektif. 2°

Persamaan antara penelitian penulis dan penelitian jurnal
ini terletak pada fokus analisis terhadap Kerjasama antara
rumah sakit, dalam hal ini dengan lembaga penjaminan (BPJS
Kesehatan), serta menganalisis kesesuaian praktiik tersebut
dengan prinsip-prinsip hukum islam. Adapun perbedaan nya

terletak pada objek penelitian, penelitian penulis berfokus pada

25 Hilmi Ridho, “Transaksi Kemitraan Usaha antara Rumah Sakit Umum Dr. H.
Koesnadi dengan layanan Kesehatan BPJS Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Jurnal
Ekonomi dan Hukum Islam 6, no. 2. [2022]
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Rumah Sakit Ridhoka Salma, sementara penelitian ini
dilakukan di RSU Dr. H. Koesnadi. Tujuan penelitian penulis
lebih spesifik dalam menganalisis mekanisme praktik akad
kerja sama, sedangkan penelitian ini lebih umum dalam
mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap transaksi
jasa dan jual beli. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan
perbedaan dalam perspektif hukum Islam mengenai keabsahan

syirkah, yang tidak dibahas dalam penelitian penulis.

. Jurnal yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor

107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan
rumabh sakit berdasarkan prinsip syariah terhadap pengguanaan
BPJS di Rumah Sakit Bersertifikasi Syariah” disusun oleh
Windy Agustiani Lestari, M. Iskandar, Panji Adamm Agus
Putra (2020)

Penelitian terdahulu ini membahas mengenai Pedoman
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Hukum
Syariah memberikan kerangka hukum yang pentingndan
menggunakan metode kuantitatif. Penelitian tentang Rumah
Sakit Al Islam Bandung menunjukkan bahwa meskipun rumah
sakit tersebut telah mendapatkan sertifikat syariah, kerjasama
dengan BPJS Kesehatan menghadapi tantangan dalam
penerapan prinsip syariah, karena BPJS dianggap tidak
memenuhi ketentuan syariah yang diatur dalam fatwa MUI. ini
sejalan dengan penelitian penulis yang juga mengeksplorasi
kerjasama antara rumah sakit syariah dan lembaga penjaminan

kesehatan. 2¢

26 Windy Agustiani Lestari, M. Iskandar, Panji Adam Agus Putra, “Analisis Fatwa

DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit
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Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian
tersebut yaitu terletak pada fokus analisis terhadap Kerjasama
antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan, serta dampaknya
terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah. Adapun
perbedaanya dalam objek penelitian, tujuan penelitian penulis
lebih spesifik dalam menganalisis mekanisme praktik akad
kerja sama, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada

ketidaksesuaian BPJS dengan prinsip syariah.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif berupa studi kasus
(Case Studies) yakni penulis melakukan eksplorasi secara
mendalam terhadap program, wawancara, proses, kegiatan,
pada satu atau lebih orang. Suatu perkara terikat oleh waktu
dan kegiatan lalu peneliti melakukan pengumpulan data secara
rinci dengan memakai sebagai metode pengumpulan data
dalam waktu yang berkesinambungan.?’
2. Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan pendekatan penelitian empiris.
Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang
memperoleh datanya dari daftar primer atau data yang

diperoleh langsung dari masyarakat.’® Penelitian empiris

berdasarkan prinsip syariah terhadap pengguanaan BPJS di Rumah Sakit Bersertifikasi
Syariah.” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Journal. [2020]
27 Salmaa, “Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-jenis, dan Contoh

Lengkapnya,” Deepublish. https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/# di akses
pada tanggal 1 Agustus 2025 Pada pukul 10.58

BMukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: normative dan
empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h 154.
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didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi
langsung. Dalam penelitian ini meneliti orang yang termasuk
dalam kehidupan Masyarakat, sehingga metode penelitian
hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum
sosiologis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling

strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data
yang diambil dari sumber-sumber tertentu yaitu:*

a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui
proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah,
artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan
jawab diberikan oleh yang di wawancarai,® Wawancara
adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
responden, agar mendapatkan hasil penelitian yang valid
dan dapat di pertanggung jawabkan maka penulis
mewawancarai bagian Komite Syariah dan Manajer
Marketing. Pengumpulan data dengan wawancara
diharapkan dapat memperoleh deskripsi yang tepat dan
transparan terkait mekanisme akad kerja sama antara
Rumah Sakit Syariah Ridhoka Salma dan BPJS Kesehatan,

dan mengenai Tingkat kesesuaian praktik tersebut dengan

YHardani, et all., eds., Metode Penelitan Kualitatif&Kuantitatif, (Yogyakrta:

Pustaka Ilmu, 2020), h. 120

30 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi

(Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h 105
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prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa
DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016

b. Observasi
Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui sesuati pengamatan, dengan disertai pencatatan-
pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.’!
Peneliti melakukan observasi mengenai mekanisme
pelayanan pasien BPJS di Rumah Sakit Syariah Ridhoka
Salma, khususnya yang berkaitan dengan proses
administrasi, prosedur kerja sama, serta penerapan prinsip-
prinsip syariah dalam pelayanan tersebut. Observasi ini
dilakukan secara langsung di lokasi rumah sakit untuk
memperoleh  data  faktual yang relevan dan
menggambarkan situasi sebenarnya di lapangan.

c. Studi Dokumen
Teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah
dokumen tertulis (arsip, autobiografi, kliping, dan
sebagainya).

4. Sumber Data Penelitian
Data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan
data sekunder.*?

a. Data primer ialah data yang dihasilkan oleh peneliti sendiri,
survei, wawancara dengan Direktur RS dr. Suripto, Ketua
Komire RS Ibu Risyda Nurul Qolbi dan Wakil Manajer
Marketing Ibu Cynthya Shellanabilla yang dirancang

3'Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi
(Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h. 104

$Kemdikbud Data dan Sumber Data Kualitatif, “Situs Resmi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan”
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khusus unutk memahami dan memecahkan masalah
penelitian yang ada. Data ini harus ditelaah melalui
narasumber (responden), yakni tumpuan objek penelitian
atau orang yang dijadikan sebagai tumpuan memperoleh
informasi ataupun data. Seperti wawancara kepada para
narasumber dan studi dokumen.

Data sekunder merupakan data yang sudah lebih dahulu
dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti
sendiri, meskipun data yang dikumpulkan merupakan data
asli. Selain itu, data sekunder ialah data yang diperoleh dari
sumber kedua, lain dari pada yang diteliti dan digunakan
sebagai pelengkap data mendukung penelitian yang
dilakukan.>® Data sekunder yang akan penulis gunakan
dalam penelitian ini adalah berbagai informasi yang terkait
dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun informasi
tersebut diperoleh dari jurnal, buku, kepustakaan, internet,

artikel, dan sumber data lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dilapangan diperoleh maka langkah

selanjutnya adalah analisis data, yaitu:**

a.

Pengumpulan data

Teknik pengumpulan dta merupakan bagian penting dalam
sebuah  penelitian. Dengan menggunakan Teknik
pengumpulan data yang sesuai akan menghasilkan proses

analisis data yang standar. Pengambilan data yang tidak

3Samsu, Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,

Mixed Methods, serta Research & Deevelopment, (Jamabi: PUSTAKA, 2021), h. 95

89

3Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h.
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sesuai akan menyebabkan data yang diambil tidak sesuai
standar yang ditetapkan. Peneliti mengkaji sumber data
dengan mencatat dan memperhatikan setiap informasi
sebagai bahan analisis.

Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian
memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori
tertentu, dan tema tertentu. Kemudian setelahnya baru
telaah data kembali dan menggolongkan data sesuai dengan
masalah yang diteliti. Setelah diredukasi maka data yang
sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam
bentuk kalimat sehingga diperoleh Gambaran yang lengkap
terkait masalah penelitian

Display Data (Penyajian Data)

bentuk analisis ini dilakukan dengan memperlihatkan data
dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan
hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan,
hubungan antar kategori yang saudah berurutan dan
sistematisi

Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam
penelitian kualitatif. Proses ini dilakukan terus-menerus
sejak pengumpulan data hingga penelitian berakhir.>®
Kesimpulan ditarik secara induktif, yaitu dimulai dari
temuan-temuan khusus di lapangan untuk kemudian

dirumuskan menjadi konsep, prinsip, atau teori yang

35 A. Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Jurnal Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17,

no. 33 (2018): 81-95.
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bersifat umum. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa
analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, berangkat
dari fakta-fakta nyata kemudian ditarik generalisasi yang
lebih luas.*® Sementara itu, Sugiyono menekankan bahwa
penelitian kualitatif dimulai dari data lapangan yang
kemudian dikembangkan menjadi hipotesis bahkan teori.*’
Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat
dipahami sebagai proses membangun teori berdasarkan

bukti lapangan yang akurat dan faktual.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk pada pedoman
penulisan proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ)
Jakarta, diterbitkan oleh I1Q Press tahun 2021.%8 Skripsi ini disusun
dalam 5 bab yang memiliki keterkaitan erat, sehingga membentuk
satu kesatuan pembahasan yang utuh.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang
masalah yang menjelaskan kondisi permasalahan yang terjadi,
membatasinya, merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penlitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

BAB II: Bab ini membahas konsep rumah sakit syariah dan
prinsip dasarnya, meliputi definisi, nilai-nilai pokok yang
dijalankan, pihak-pihak yang terlibat, serta perbedaan pandangan

ulama mengenai keberadaannya. Selain itu, dibahas pula mengenai

36 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 280.

37 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung:

Alfabeta, 2019), hlm. 335.

3 Tim Penulis, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an

(11Q) Jakarta, (11Q Press, 2021)
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akad yang menjadi landasan hubungan antara rumah sakit dan
penyelenggara jaminan kesehatan, dengan bentuk utama berupa
jjarah dan wakalah bil ujrah beserta rukun, syarat, serta hal-hal
yang dilarang di dalamnya.

Selanjutnya, bab ini menguraikan keberadaan BPJS
sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial kesehatan,
mencakup dasar hukum, mekanisme, perbedaan pandangan ulama,
dan ketentuan resmi yang berlaku. Sebagai penguat, disajikan pula
fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman
penyelenggaraan rumah sakit syariah, serta Fatwa Nomor 98/DSN-
MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial
kesehatan syariah, yang menjadi rujukan utama agar sistem
pelayanan kesehatan sesuai prinsip-prinsip Islam.

BAB III: Bab ini membahas kajian objek penelitian
Rumah Sakit Syariah Ridhoka Salma yang mencakup sejarah dan
profil rumah sakit, visi, misi, dan motto rumah sakit, struktur
organisasi Rumah Sakit Ridhoka Salma, manajemen rumah sakit
syariah, pelayanan serta fasilitas yang tersedia, dan SOP kerjasama
antara rumah sakit syariah dan BPJS.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan. Di fokuskan pada dua hal
utama yaitu, analisis mekanisme praktik akad kerja sama antara
rumah sakit syariah Ridhoka Salma dan BPJS Kesehatan; dan
kedua, analisis kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa DSN-
MUI  No. 107/DSN-MUI/X/2016 ~ tentang  Pedoman
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah dan
Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang pedoman
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.

BAB V: Penutup. Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran.
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BABYV
PENUTUP

Dari pembahasan, penelitian dan penjelasan yang telah penulis

uraikan, dapat diambil kesimpulan dan saran mengenai Implementasi

Akad Kerjasama Antara Rumah Sakit Syariah dan BPJS Kesehatan:

Tinjauan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor
107/DSN-MUI/X/2016 dan Npmor 98/DSN-MUI/XI1/2015 Yaitu:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua hal utama yang dapat

disimpulkan, yaitu mengenai praktik akad kerjasama yang

dijalankan oleh RS Syariah Ridhoka Salma dengan BPIJS

Kesehatan, serta kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan

fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar hukum syariah. Adapun

uraian kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1.

Mekanisme praktik akad kerja sama antara rumah sakit syariah
dengan lembaga penjaminan konvensional. Mekanisme kerja
sama antara RS Syariah Ridhoka Salma dengan BPJS
Kesehatan dilaksanakan melalui penerapan akad Ijarah ‘ala al-
A’mal dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Akad ini secara
spesifik membatasi ruang lingkup transaksi agar hanya
mencakup layanan yang dikendalikan langsung oleh rumah
sakit, sehingga terisolasi dari unsur-unsur yang tidak sesuai
syariah dalam sistem BPJS secara keseluruhan. Selain itu, DPS
rumah sakit terlibat aktif dalam pengambilan keputusan
strategis, memberikan opini syariah, serta memantau proses
operasional untuk memastikan transaksi tetap berada dalam

koridor prinsip syariah.

119
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2. Dari sisi kesesuaian dengan fatwa, praktik kerjasama RS

Syariah Ridhoka Salma dengan BPJS Kesehatan dapat ditinjau
dari dua fatwa utama. Pertama, Fatwa No. 107 yang
mewajibkan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah
(LKS), di mana RS tetap menjalin kerjasama dengan BPJS
(konvensional) melalui pengecualian (takhsis) dengan dasar
hajjah ‘ammah, maslahah al-mursalah, dan magqasid al-
syart‘ah (hifz al-nafs). Dengan penerapan akad ljarah ‘ala al-
A’mal, transaksi yang dikendalikan langsung oleh rumah sakit
tetap sah secara fikih, dengan pengawasan DPS yang aktif.
Kedua, Fatwa No. 98 tentang penyelenggaraan jaminan sosial
kesehatan syariah, di mana rumah sakit telah menyesuaikan
praktiknya, yaitu BPJS berperan sebagai payer (pembayar
klaim) dan RS sebagai penyedia jasa. Objek akad dan tarif
(INA-CBGs) jelas sehingga terhindar dari unsur gharar. Meski
RS tidak mengelola iuran BPJS, hubungan provider-payer tetap
dijaga agar bebas dari riba, dengan pemisahan dana non-halal,
layanan kesehatan berbasis halal dan thayyib, serta
pengawasan DPS melalui audit syariah dan edukasi kepada

peserta.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa hal yang
dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat implementasi kerjasama
rumah sakit syariah dengan BPJS Kesehatan. Saran ini ditujukan
kepada berbagai pihak terkait agar dapat memberikan kontribusi

dalam pengembangan sistem jaminan kesehatan berbasis syariah.

Bagi RS Syariah Ridhoka Salma Manajemen dan seluruh

karyawan diharapkan untuk terus mempertahankan sekaligus
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memperkuat penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek
operasional. Hal ini dapat ditempuh melalui pendalaman dan
implementasi  berkelanjutan  prinsip-prinsip  syariah,
peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan figh muamalah
lanjutan, serta penguatan koordinasi dengan Dewan Pengawas
Syariah (DPS). Upaya tersebut penting untuk meminimalisasi
potensi praktik yang tidak sesuai syariah sekaligus
memperkokoh posisi RS Ridhoka Salma sebagai acuan
(benchmark) rumah sakit syariah yang unggul, adaptif, dan
berintegritas tinggi.

2. Bagi Otoritas Terkait (Kementerian Kesehatan, DSN-MUI,
dan BPJS Kesehatan) Disarankan untuk menyusun regulasi
dan pedoman teknis yang lebih komprehensif terkait
mekanisme kerja sama rumah sakit syariah dengan lembaga
penjaminan kesehatan, termasuk yang berbasis konvensional.
Selain itu, koordinasi intensif antara BPJS Kesehatan dan DPS
rumabh sakit perlu difasilitasi untuk memastikan adanya solusi
figh yang tepat atas potensi masalah di lapangan.

3. Bagi Masyarakat, Masyarakat diharapkan semakin memahami
perbedaan layanan kesehatan Dberbasis syariah dan
konvensional, serta mendukung keberadaan rumah sakit
syariah dengan memilih layanan yang sesuai prinsip agama.
Pemahaman ini akan meningkatkan kesadaran kolektif untuk
menjaga kemurnian prinsip syariah sekaligus mendukung
keberlanjutan operasional rumah sakit syariah di tengah sistem
kesehatan nasional.

4. Bagi Pembaca Akademik dan Peneliti Selanjutnya Penelitian

ini dapat menjadi rujukan awal untuk kajian lebih mendalam
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terkait implementasi akad dalam lembaga kesehatan syariah.
Disarankan penelitian lanjutan mengkaji tidak hanya pada
aspek akad kerja sama, tetapi juga pada implementasi
keuangan syariah secara keseluruhan, manajemen risiko
syariah, dan pengaruhnya terhadap citra rumah sakit di mata

masyarakat.
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No  :210/SPM/FSEI/VIII/2025 Tangerang Selatan, 04 Agustus 2025
Lamp: -
Hal  : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

dr. Suripto

Direktur Rumah Sakit Ridhoka Salma

di-

Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wh.

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-
hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma’unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran
(11Q) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan
waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada

mahasiswa:
Nama : Salsabila Al-hasni
NIM 121111080
Judul Skripsi : "Implementasi Akad Kerjasama Antara Rumah Sakit Syariah

Dan BPJS Kesehatan: Tinjauan Kepatuhan Syariah
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016”

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Whb.

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Contact Person: 0813-1428-7273 (Salsabila Al-hasni)
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Dr. Syarif Hidayatullah, M.A
Dehan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 11Q Jakarta
Di Tempat

Assalamualaikum Waral, lahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Puji dan Syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayahNya kepada Kita semua. Schubungan dengan surat yang kami terima dari Dekan
Fakultas  Syariah dan  Ekonomis Islam Institut [lmu Al-Quran (IIQ) Jakarta No.
210 SPMFSEVVII2025 perihal permohonan izin penelitian mahasiswa, atas nama peneliti
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BPJS Keschatan: Tinjauan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Fatwa
DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016
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. Penelitian yang dilakukan tidak bertentangan dengan judul penelitian.

. Pencliti wajib menjaga kerahasiaan data subjek penelitian.

. Peneliti wajib memberikan laporan hasil penclitian kepada RS Ridhoka Salma pada akhir
penelitian.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih.
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3. Transkrip Wawancara

Nama:

1. dr. Suripto, sebagai Direktur RS Ridhoka Salma

2. Ustazah Risyda Nurul Qolbi, M.H. sebagai Ketua Komite Syariah RS
Ridhoka Salma

3. Ibu Cynthya Shellanabila, S.KM sebagai Marketing RS Ridhoka

Salma

Waktu: Selasa, 12 Agustus 2025 Pukul 13.00 - 17.00 WIB

A. Dasar Pemikiran Strategis dan Pengambilan Keputusan

1.

Apa yang menjadi pertimbangan utama manajemen RS Syariah
Ridhoka Salma untuk menjalin dan melanjutkan kerja sama
dengan BPJS Keschatan, sebuah lembaga penjaminan
konvensional?

Jawaban: Oleh Direktur RS. dr. Suripto

Direktur RS Syariah Ridhoka Salma, dr. Suripto, menegaskan
bahwa pertimbangan utama dalam menjalin kerja sama dengan
BPJS Kesehatan adalah tingginya tingkat kepesertaan masyarakat
Kabupaten Bekasi. Beliau menyampaikan, “Kabupaten Bekasi itu
sudah UHS (Universal Health Service), kalau tidak salah sudah
98% lebih penduduknya dijamin oleh asuransi, sebagian besar
adalah BPJS.” Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan
merupakan pasar terbesar di wilayah tersebut. Dengan demikian,
keputusan kerja sama ini dipandang sebagai langkah strategis
untuk menjangkau mayoritas pasien dan memastikan

keberlanjutan layanan kesehatan rumah sakit

Bagaimana manajemen menyeimbangkan antara kewajiban untuk

mematuhi Fatwa DSN-MUI No. 107 (yang mengutamakan kerja
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sama dengan LKS) dengan realitas bahwa mayoritas pasien di
wilayah Cikarang adalah peserta BPJS?

Jawaban: Oleh Direktur RS. dr. Suripto

Untuk menjaga keseimbangan antara ketentuan syariah dan
kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, manajemen rumah
sakit melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses
pengambilan keputusan. Opini dari DPS menyatakan bahwa kerja
sama dengan BPJS Kesehatan diperbolehkan, sehingga rumah
sakit dapat tetap melayani mayoritas pasien tanpa melanggar

prinsip syariah.

Apakah ada upaya yang pernah atau sedang dilakukan untuk
menjalin kerja sama dengan lembaga penjaminan syariah? Apa
saja kendalanya?

Jawaban: Oleh Direktur RS. dr. Suripto

Rumah Sakit tidak mengabaikan kerja sama dengan lembaga
penjaminan syariah. Dr. Suripto menjelaskan bahwa beberapa
asuransi syariah telah menjadi mitra, meskipun jumlahnya terbatas.
Ia menekankan, “Kita tetap berupaya agar setiap asuransi atau
lembaga penjamin syariah bisa bekerja sama. Kendalanya,

lembaga asuransi syariah ini tidak banyak.”

B. Interaksi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1.

Sejauh mana DPS dilibatkan dalam proses negosiasi dan evaluasi
PKS dengan BPJS Kesehatan?

Jawaban: Oleh Direktur RS. dr. Suripto

dr. Suripto menjelaskan bahwa DPS terlibat secara rutin melalui

rapat konsolidasi bulanan. Dalam pertemuan tersebut, manajemen




melaporkan capaian kinerja termasuk data pasien BPJS, serta

meminta opini DPS terkait kerja sama yang dijalankan.

Rekomendasi atau arahan spesifik apa yang diberikan oleh DPS
kepada manajemen terkait mitigasi risiko syariah dalam kerja sama
ni?

Jawaban: Oleh Direktur RS. dr. Suripto

DPS memberikan arahan bahwa kerja sama dengan BPIS
Kesehatan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang
diharamkan. Namun, DPS juga menekankan pentingnya tetap
mengutamakan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah jika

tersedia.

Bagaimana mekanisme pelaporan dari manajemen kepada DPS
terkait implementasi kerja sama dengan BPIJS, khususnya pada
aspek-aspek yang berpotensi tidak sesuai syariah?

Jawaban: Oleh Direktur RS. dr. Suripto

Setiap potensi aktivitas yang dianggap tidak sesuai syariah akan
dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPS. Implementasi hanya
dilakukan jika DPS mengeluarkan opini tertulis yang
membolehkan. Tanpa opini tersebut, manajemen tidak akan

melanjutkan kegiatan tersebut.

C. Mekanisme Operasional dan Alur Kerja

L

Mohon jelaskan alur proses dari awal hingga akhir: mulai dari
pasien BPJS mendaftar, menerima layanan, hingga proses
pengajuan klaim oleh rumah sakit ke BPJS Kesehatan. Siapa saja

pihak internal yang terlibat dalam setiap tahapan?
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Jawaban: Wakil Manajer Marketing

Manajer Marketing RS Syariah Ridhoka Salma menjelaskan
bahwa rumah sakit telah lama menerima pasien peserta BPJS
Kesehatan, baik untuk layanan rawat jalan, rawat inap, maupun
gawat darurat (IGD). Pada layanan rawat jalan, proses dimulai dari
pasien yang memperoleh surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) seperti klinik atau puskesmas.
Selanjutnya, pasien melakukan pendaftaran di rumah sakit dengan
hanya menunjukkan KTP atau NIK, tanpa harus membawa kartu
fisik BPIJS. Petugas pendaftaran kemudian membuat Surat
Eligibilitas Peserta (SEP) sebelum pasien dilayani di poliklinik
oleh dokter spesialis. Setelah pemeriksaan selesai, pasien
menerima resep yang ditebus di farmasi dan menuntaskan proses
administrasi di kasir.

Prosedur rawat inap pada prinsipnya serupa. Pasien dapat
mendaftar dengan menggunakan KTP atau identitas pada aplikasi
Mobile JKN, sehingga tetap terlayani meskipun kartu fisik BPJS
tertinggal. Untuk pasien yang datang melalui IGD, dokter terlebih
dahulu menentukan status kegawatdaruratan. Apabila kondisi
pasien dinyatakan gawat darurat, biaya perawatan akan ditanggung
BPIJS sesuai kelas kepesertaan (kelas I, II, atau III). Lama
perawatan ditetapkan berdasarkan indikasi medis dokter spesialis,
bukan oleh aturan administratif. Setelah dinyatakan boleh pulang,
pasien akan menerima surat kontrol, obat, serta penjelasan
mengenai jadwal kontrol berikutnya.

Pelaksanaan alur pelayanan ini melibatkan berbagai pihak internal,
antara lain bagian pendaftaran yang memverifikasi data pasien,

bagian administrasi yang mengurus pembuatan SEP dan
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kelengkapan dokumen, pelayanan medis yang terdiri dari dokter
dan perawat, bagian farmasi, kasir, serta tim klaim BPJS yang
menangani proses verifikasi dan pengajuan klaim ke BPIS

Kesehatan.

2. Bagaimana RS Ridhoka Salma berhasil meraih penghargaan
"Capaian Kepatuhan Tertinggi Kontrak Kerja Sama"? Inovasi atau
prosedur spesifik apa yang diterapkan untuk mencapai hal ini?
Jawaban: Wakil Manajer Marketing
RS Syariah Ridhoka Salma berhasil meraih penghargaan ini secara
berturut-turut dari BPJS Kesehatan, baik dalam aspek SIPP (Sistem
Informasi Pelayanan dan Pengaduan) maupun KESSAN (penilaian
pengalaman pasien). Manajer Marketing menuturkan bahwa
keberhasilan tersebut didukung oleh: Kepatuhan terhadap standar
pelayanan SIPP: rumah sakit selalu memenuhi permintaan
informasi pasien terkait BPJS, mulai dari masalah kartu, jadwal
dokter, hingga prosedur administrasi. Layanan Customer Care
yang proaktif: petugas secara aktif mendampingi pasien yang
membutuhkan bantuan, termasuk membantu mengakses aplikasi
Mobile JKN. Optimalisasi penilaian Kessan: pasien diminta
memberikan penilaian pelayanan melalui Mobile JKN. Jika pasien
kesulitan, petugas akan mengajarkan cara melakukannya. Seperti
yang disampaikan Manajer Marketing, “Kami memaksimalkan

pemanfaatan aplikasi pelayanan yang di sediakan BPJS Kesehatan.

D. Landasan Yuridis-Syar'i dan Proses Istinbath Hukum
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1.

Apa bunyi dan status hukum dari opini/fatwa yang dikeluarkan
oleh DPS RS Syariah Ridhoka Salma yang membolehkan kerja
sama dengan BPJS Kesehatan?
Jawaban: Oleh Ketua Komite Syariah
Kerja sama RS Syariah Ridhoka Salma dengan BPJS Kesehatan
didasarkan pada Opini Syariah Nomor 9 Tahun 2023 yang
dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) rumah sakit.
Opini ini mengatur kerja sama rumah sakit syariah dengan asuransi
umum, di mana BPJS Kesechatan dikategorikan sebagai asuransi
umum karena:
a. Merupakan program jaminan kesehatan nasional pemerintah.
b. Merupakan program jaminan kesehatan nasional pemerintah.
Opini tersebut menyatakan bahwa kerja sama rumah sakit syariah
dengan asuransi umum dalam rangka pelayanan keschatan pada
dasarnya hukumnya boleh, selama tidak ditemukan dalil atau
indikasi yang mengarah pada unsur keharaman, seperti riba,
gharar, maysir, atau praktik yang melanggar ketentuan syariah.
Proses penerbitan opini syariah ini mengikuti sesuai dengan SPO
pengajuan Opini Syariah RS Ridhoka Salma. prosedur internal,
yaitu: Unit pengusul (misalnya bagian pemasaran) mengajukan
Formulir Permohonan Opini Syariah kepada Komite Syariah,
lengkap dengan alasan, latar belakang, dan dokumen pendukung.
Permohonan tersebut ditelaah oleh Sub-Rekomendasi Komite
Syariah, kemudian disetujui oleh Ketua Komite Syariah dan
Direktur. Dokumen tersebut diajukan kepada DPS untuk dikaji
secara mendalam sebelum keputusan final dikeluarkan.

Perbedaan mendasar antara opini syariah dan fatwa adalah

pada otoritas dan cakupan penerapannya. Fatwa dikeluarkan oleh




DSN-MUI dan berlaku secara nasional, sedangkan opini syariah
dikeluarkan oleh DPS suatu lembaga dan hanya berlaku secara
internal di lembaga tersebut. Oleh karena itu, opini syariah RS
Syariah Ridhoka Salma dapat berbeda dengan opini yang berlaku
di rumah sakit syariah lain.

Dasar pertimbangan DPS dalam mengeluarkan opini adalah
kemaslahatan (maslahah mursalah), dengan alasan:
Mayoritas masyarakat Bekasi telah memiliki jaminan kesehatan
melalui BPJS atau Jamkesda.
BPJS memiliki skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk
masyarakat kurang mampu, di mana biaya iuran ditanggung
pemerintah.
Prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan
jiwa), mengharuskan rumah sakit untuk tidak menolak pasien,
bahkan jika urusan administrasi penjaminan biaya belum
terselesaikan.
Selain BPJS, rumah sakit juga membuka kerja sama dengan
asuransi syariah. Namun, secara faktual jumlah pasien pengguna
BPIS jauh lebih besar, sedangkan industri asuransi syariah masih
relatif kecil dan menghadapi tantangan regulasi, seperti
pembatasan pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh OJK.

. Bagaimana DPS menjustifikasi kerja sama ini, mengingat
Ketentuan Poin 7 dalam Fatwa DSN-MUI No. 107 secara eksplisit
mewajibkan kerja sama dengan Lembaga Keuangan/Penjaminan
Syariah? Prinsip fikih apa yang digunakan (misalnya, dharurah,
hajah 'ammah, akhaffu al-dhararain)? Mohon jelaskan proses

istinbath-nya.
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Jawaban: Oleh Ketua Komite Syariah
Fatwa DSN-MUI No. 107 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Rumah Sakit Syariah pada poin 7 mewajibkan kerja sama dengan
lembaga keuangan atau penjaminan syariah. Dalam konteks ini,
Dewan Pengawas Syariah (DPS) RS Syariah Ridhoka Salma
melakukan penyesuaian dengan realitas lapangan dan peraturan
perundang-undangan. BPJS Keschatan secara hukum diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden terkait
kewajiban kepesertaan seluruh penduduk Indonesia dalam
program jaminan kesehatan nasional. Kewajiban regulatif ini
menyebabkan BPJS menjadi penjamin dominan di masyarakat,
termasuk di wilayah Bekasi, sehingga kerja sama dengan BPJS
dinilai sebagai kebutuhan mendesak (hajah ‘ammah) yang bersifat
kolektif. Prinsip ini didasarkan pada kaidah figh:
"Al-hajah al-‘ammah tanzilu manzilat al-dharurah al-khassah”
(Kebutuhan umum menempati kedudukan seperti keadaan darurat
pada individu). DPS juga mempertimbangkan perintah untuk
menaati u/il amri (pemerintah) selama tidak bertentangan dengan
syariah, sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa: 59. Oleh karena
itu, melaksanakan kewajiban kepesertaan BPJS yang diatur
pemerintah dinilai sejalan dengan prinsip ketaatan tersebut.
Dari  perspektif istinbath hukum, DPS menggabungkan
pendekatan:
a. Maslahah mursalah — mempertimbangkan manfaat luas bagi
masyarakat untuk memperoleh akses layanan kesehatan.
b. Hajah ‘ammah — karena hampir seluruh lapisan masyarakat

menggunakan BPJS sebagai penjamin biaya kesehatan.
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c. Magashid syariah — khususnya hifz al-nafs (perlindungan
jiwa), yang mengharuskan rumah sakit memprioritaskan
penyelamatan nyawa di atas urusan administratif.

Dengan demikian, meskipun Fatwa DSN-MUI No. 107 secara
ideal mengarahkan rumah sakit syariah untuk bermitra dengan
penjamin syariah, DPS memutuskan kerja sama dengan BPJS
dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan umum, ketaatan pada
regulasi pemerintah, dan pertimbangan kemaslahatan, selama

tidak terdapat unsur yang jelas-jelas dilarang oleh syariah.

3. Bagaimana DPS memandang perdebatan status kesyariahan BPJS
antara pandangan MUI (Ijtima' 2015) dan pandangan NU
(ta'awun)? Posisi mana yang lebih memengaruhi opini DPS, dan
mengapa?

Jawaban: oleh Ketua Komite Syariah

Perdebatan mengenai status kesyariahan BPJS Kesehatan sempat
mengemuka, khususnya setelah Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI
tahun 2015 yang menyatakan perlunya penyesuaian skema BPJS
agar sesuai prinsip syariah, serta pandangan Nahdlatul Ulama
(NU) yang memandang BPJS sebagai bentuk ta‘awun (tolong-
menolong).

Pandangan NU menckankan bahwa BPJS Keschatan berfungsi
sebagai instrumen solidaritas sosial, di mana peserta saling
membantu dalam pembiayaan kesehatan. Skema ini dianggap
selaras dengan semangat ta‘awun karena: BPJS membantu
masyarakat yang sedang sakit, sifatnya kolektif dan saling
menopang, serta memudahkan akses layanan kesehatan, terutama

bagi kelompok ekonomi lemah.
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Pandangan MUI, lebih berhati-hati (ihtiyath), terutama terkait
kejelasan akad, pengelolaan dana, dan potensi unsur yang

bertentangan dengan prinsip syariah seperti gharar atau riba.

Posisi DPS RS Syariah Ridhoka Salma lebih dekat dengan
pendekatan ta’awun, dengan penckanan pada tujuan kemaslahatan.
Pertimbangan utamanya adalah:

a. Magqashid syariah — khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa)
yang harus diutamakan dalam pelayanan rumah sakit.

b. Prinsip ta‘awun — kerja sama dengan BPJS dipandang sebagai
sarana untuk membantu masyarakat luas, terutama karena
mayoritas pasien menggunakan BPJS sebagai penjamin.

c. Ketiadaan indikasi pelanggaran syariah yang nyata — selama
tidak ditemukan unsur haram secara eksplisit dalam
mekanisme kerja sama, maka prinsip asal (al-ashlu fil
mu ‘amalah al-ibahah) berlaku.

Dengan demikian, opini DPS mengakomodasi kerja sama dengan

BPJS berdasarkan orientasi kemaslahatan dan prinsip saling

membantu, sambil tetap memperhatikan regulasi dan prosedur

pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan

syariah.

E. Karakterisasi dan Analisis Akad (Takyif al-'Aqd)

1.

Dari perspektif fikih muamalah, bagaimana DPS melakukan takyif
(karakterisasi hukum) terhadap PKS antara rumah sakit dengan
BPJS Kesehatan? Apakah ini dianggap sebagai satu akad tunggal
atau sekumpulan akad?

Jawaban: Oleh Ketua Komite Syariah




Menurut Ketua Komite Syariah RS Syariah Ridhoka Salma,
hubungan kerja sama yang diatur dalam perjanjian kerja sama
(PKS) antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan dikategorikan
sebagai satu akad tunggal. Alasannya, dari sudut pandang figh
muamalah, hubungan yang relevan untuk dianalisis adalah antara
rumah sakit sebagai penyedia layanan keschatan dan BPJS sebagai
pihak pembayar (payer). Mekanisme ini tidak mencakup seluruh
hubungan antara BPJS dan peserta BPJS, yang di sana memang
dapat melibatkan multi akad (misalnya kombinasi tabarru’,
wakalah bil ujrah, dan mudharabah) karena adanya pembayaran
premi dan pengelolaan dana.

Dengan kata lain, dalam konteks RS-BPIJS:

a. Rumah sakit memberikan jasa layanan kesehatan (ijarah ‘ala
al-a‘mal).

b. BPJS membayar biaya jasa tersebut sesuai tarif INA-CBGs.

c. Pasien menjadi penerima manfaat layanan, tetapi tidak terlibat

langsung sebagai pihak dalam PKS RS-BPIJS.
Karena peran BPJS di sini terbatas sebagai pihak yang
membayar atas nama pasien, karakterisasi akadnya cukup
diposisikan sebagai akad jasa tunggal tanpa penggabungan
akad lain.

. Akad spesifik apa yang dinilai paling tepat untuk

merepresentasikan hubungan ini:

a. Apakah Wakalah bil Ujrah, di mana BPJS bertindak sebagai
wakil peserta untuk membayar ujrah (upah layanan) kepada
rumah sakit? Jika ya, bagaimana rukun dan syaratnya
terpenuhi?
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b. Apakah Ijarah 'ala al-A'mal, di mana rumah sakit menyewakan
jasanya kepada peserta, dengan BPJS hanya sebagai juru bayar
(payer)?

c. Ataukah Ju'alah, di mana BPJS menjanjikan imbalan (berbasis
tarif INA-CBGs) atas keberhasilan rumah sakit dalam
menyembuhkan pasien (sebagai natijah/hasil)?

Jawaban: Oleh Ketua Komite Syariah

Penjelasan Komite Syariah RS Syariah Ridhoka Salma, hubungan

antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam perjanjian kerja

sama lebih tepat dikategorikan sebagai akad ijarah ‘ala al-a‘mal

(sewa jasa atas pekerjaan). Dalam hubungan ini, rumah sakit

bertindak sebagai penyedia layanan kesehatan, sedangkan BPJS

berperan sebagai pihak pembayar (payer) yang membayar biaya
layanan atas nama pasien sesuai dengan tarif INA-CBGs yang
telah disepakati.

Pemilihan akad ijarah ‘ala al-a‘mal didasarkan pada alasan

berikut:

a. Fokus pada hubungan RS-BPJS, bukan BPJS—peserta.
Hubungan antara BPJS dan peserta asuransi bersifat lebih
kompleks dan dapat melibatkan multi akad seperti tabarru’,
wakalah bil ujrah, dan mudharabah. Namun, konteks ini hanya
membahas kerja sama RS-BPIJS, schingga tidak menyinggung
mekanisme premi atau pengelolaan dana peserta.

b. Objek akad yang jelas. Jasa yang diberikan adalah pelayanan
kesehatan, yang sifatnya dapat diukur dan dinilai, serta
memiliki tarif yang disepakati.

c. Pembayaran tidak bergantung pada hasil akhir. Dalam

layanan kesehatan, rumah sakit memberikan upaya maksimal
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(ikhtiar) untuk kesembuhan pasien, tetapi hasil kesembuhan
sepenuhnya merupakan ketentuan Allah. Oleh karena itu, akad
Ju ‘alah yang mensyaratkan imbalan berdasarkan hasil (natijah)
tidak tepat digunakan.

d. Perbedaan dengan wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil
ujrah lebih cocok menggambarkan hubungan BPJS—peserta, di
mana BPJS bertindak sebagai wakil untuk membayar biaya
layanan. Namun, hubungan tersebut berada di luar lingkup
PKS RS-BPIJS yang dianalisis.

Dengan demikian, karakterisasi akad yang paling sesuai untuk

menggambarkan kerja sama antara RS Syariah Ridhoka Salma dan

BPIJS Kesehatan adalah ijarah ‘ala al-a‘mal, di mana rumah sakit

menyewakan jasanya kepada pasien, dan BPJS membayar biaya

tersebut atas nama pasien sesuai ketentuan kontrak. Skema ini
memenuhi rukun dan syarat ijarah, menghindari unsur gharar, dan

menjaga kejelasan hak serta kewajiban para pihak.

F. Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan dan Analisis Klausul Denda
dalam Perspektif Syariah
Meliputi: mekanisme pemurnian dana (tathhir), klasifikasi pendapatan
non-halal/TBDSP, penyaluran dana kebajikan/CSR, serta status
hukum dan penanganan klausul denda keterlambatan pembayaran
klaim oleh BPIJS.

Ketua Komite Syariah RS Syariah Ridhoka Salma menjelaskan
bahwa hubungan rumah sakit dengan BPJS Kesehatan hanya sebatas
sebagai penyedia layanan kesehatan (provider) dan BPJS sebagai
pihak pembayar (payer) atas layanan yang diberikan kepada peserta.

Adapun mekanisme pengelolaan dana di internal BPIS, termasuk
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potensi adanya unsur bunga (riba) akibat sistem konvensional, berada
di ranah operasional BPJS itu sendiri dan merupakan hubungan antara
peserta dan BPJS. Rumah sakit, sebagai institusi yang tunduk pada
regulasi pemerintah dan ketentuan ulil amri, menjalankan perannya
sesuai prosedur yang berlaku.

Terkait pemurnian dana (tathhir), Komite Syariah
menyampaikan bahwa apabila terdapat penerimaan dana dari BPJS
yang terindikasi mengandung unsur non-halal, misalnya dari klausul
denda keterlambatan pembayaran, maka dana tersebut harus
dipisahkan dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Klausul denda
yang dimaksud adalah tambahan sebesar 1% apabila BPJS terlambat
membayar klaim kepada rumah sakit. Secara fikih, tambahan ini dapat
dikategorikan sebagai riba nasi’ah, karena merupakan penambahan
akibat penundaan pembayaran.

Namun, dalam praktiknya selama empat tahun terakhir, BPJS
selalu membayar klaim tepat waktu schingga rumah sakit belum
pernah menerima dana denda tersebut. Jika pun dana seperti itu
diterima, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/X1/2018, maka
dana tersebut akan dimasukkan ke dalam pos Dana yang Tidak Boleh
Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan disalurkan untuk dana
kebajikan (CSR).

RS Syariah Ridhoka Salma memiliki mekanisme penyaluran CSR
melalui Yayasan Ridhoka Salma Akbar. Dana kebajikan ini digunakan
untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pembinaan
majelis taklim “Al-Ghanni” yang kini membina lebih dari 220 jamaah,
program dakwah dengan menghadirkan pemateri dari MUI dan
pesantren, pemberian beasiswa santri, bantuan untuk pondok

pesantren, serta mendukung 7 DKM dengan pembayaran insentif guru




)i dan TPQ. Seluruh proses ini diawasi oleh Komite Syariah untuk

memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah,
Direktur PT Ri _ e
Salm’:‘d‘m‘“ Dircktar RS, Richoka Ketua Komite Syariah
Salma

Y

Marketing RS Ridhoka Salma Pewawancara
Cynthya Shellanabilla, S.XM Salsabila Al-hasni

Bekasi, 12 Agustus 2025

dr. Suripto Risyda Nurul Qolbi, M.H.
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4. Dokumentasi Wawancara

Wawancara Bersama Ketua Komite Syariah Ridhoka Salma dan Wakil
Manajer Marketing RS Ridhoka Salma.

Wawancara Bersama Direktur RS. Ridhoka Salma
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : JI. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp.:(021)3904146 Fax.:(021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 107/DSN-MUI/X/2016
Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

e A B 2y

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman

penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah;

. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan rumah

sakit berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-
MUIL;

. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI

memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman
penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah untuk
dijadikan pedoman;

. Firman Allah swt.:

a. Q.S. an-Nisa’ (4): 29:

5 5% 5% 3 Yy oy K (s b ¥ g i Gl
o 1, 96 5 el uli 35 (K i
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
kan harta dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu b

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Q.S. al-Bagqarah (2): 275:
o 5 Slth g o ok WY Byts Y 9 58T b
s o5 @ s ad D gl @ gt B G e 25t as

h dirimu.

S
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st adils s ga5 0 ) 8 Gl 4 (430 & o ey

P E PR S ]
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
lantaran (tek ) p kit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu  disebabkan mereka berkata  (berpendapat) bahwa
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

A3 hils Arrhil / hel; ») l'ul g \, da" ur
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah peng -penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya.”

o

. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:

-esfsiu;'sis?"fi e e

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

. Q.S. an-Nisa’ (4): 58:

wi&E O 0 s 228 iy sl ) ool ig o hdn §y
l",_aslilr'olf‘nlolw <L.-.-L.-udlu | Ji Ay

a

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu k

hukum di antara ia, hendaklah dengan adil. Sesungguhny
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.”

@

. Q.S. asy-Syu‘ara (26): 80:
il 355 Eon B3
“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.”

. Q.S.al-Isra (17): 82:

Do Yy andlBh Az 99 el o5 202 50 G 0T e 585
“Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi
penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-
Qur'an itu tidaklah bah kepada orang-orang yang zalim
selain kerugian.”

-

|
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g. Q.S. Ali ‘Imran (3): 159:

5 Jo 955 e B A g ity 8 i 1 6

S LA
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati  kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka,
ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan

tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:
o by i g okl A1 e s N sk B B s

Pl s

Ay EARey B ¢

=

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."”

. QS al-Tawbah (9): 105:
G e ) bbkeg bkl iy 1Kl A gz la g
K i. ".:':‘f\.g’ .g‘ ;,«: 53@5
“Dan katakanlah (wahai Muh d): Kalian kerjakanlah,
niscaya Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan
melihat pekerjaan kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada
(Dia) Yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata,

kemudian Dia akan mengkhabarkan apa-apa yang telah kalian
kerjakan.”

j- Q.S. al-Maidah (5): 3:
Gty o B0 58 gl ug g s fly d K eap
B g v 5 6 Y e T g ey s s
K5 e WA il g 330 3 105 (N Tpadies By 2
Ly g (K Ly 180 (R0 8T 53 o 1anE 36
25 35 A0 5 4 et 55 et g e 5 s iy 10

A
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“Diharamkan bagimu ( kan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam
binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan
(diharamk bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan
(diharamkan  juga) igundi  nasib  deng anak  panah,
(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada
hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)
agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan
takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan
telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa
terpaksa karena kelaparan tanpa igaja berbuat dosa,

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Hadis Nabi saw.:

a. Hadis Nabi saw. riwayat Imam al-Tirmidzi d'an Ibnu Majah:
,;T;g&ﬁu&,&nj;;;S?&ﬂle S O oy ek 3E
U|‘,§- ”’i 5‘{ ’\15\5_ 6';' els ‘Yg 4_". ’.ll ;65 }}.u' 512 j JG ‘;i-;j

U gl S8 g G Yy pabyt Je 20l
Dari Amr bin Auf al Muzani bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“Shulh (p lesaic gk lalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”

s

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Nu’man bin Basyir:

s £ Kabi i) acdy g s aablass foRis La3F 3 b)) g
Sy e wdi e d g%

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka,

saling mengasihi dan saling mencintai bagaikan satu tubuh;

Jikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut

merasakan susah tidur dan demam.”

Hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit

r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari

bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-
Daruquthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesi N‘/
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(=%

o

-

S S5 572 Y

“Tidak boleh bahayakan/merugikan orang lain dan tidak

boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh

orang lain) dengan bahaya (perb yang merugik

. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Hibban dari bapaknya Ja’far bin

Amr r.a., riwayat al-Tirmidzi dan al-Baihaqi dari Anas bin Malik
ra.:

)

555 alazy 06 ey S0 gl o o Jo o g5 36
“Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw. terkait untanya,
apakah saya (boleh) membiarkan (tidak mengikat) unta saya
kemudian bertawakkal (kepada Allah)?. Rasulullah saw.
bersabda: “Ikatlah untamu dan bertawakallah (kepada Allah).”

. Hadis Nabi saw. riwayat ‘Abd ar-Razzaq:

S R
et et ot
Dari Abi Sa‘id ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

“Barang  siapa mempekerjakan  pekerja,  beritahukanlah
upahnya.”

. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Majah:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw.

bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya
kering.”

g. Hadis Nabi saw. riwayat Riwayat Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-

Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, Ibn Hibban, al-Hakim, al-Baihaqi, al-
Humaidi, al-Thabrani, Ibn Abi Syaibah, al-Bazzar, Ibn Abi
‘Asim, al-Diya' al-Mugaddasi, Abu al-Qasim Ibn Basyran, dan
Abu Zur*ah al-‘Iraqi:

v &

SsiS Tl o2 4 2 3 gl s ¢ J6 8T wgh o w52
gng dale 3o 4k s 6 G50 o G 4 @0 3 sy 206
(4= 25

Dari Usamah Ibn Syuraik bahwa dia berkata: "Seseorang datang
dan bertanya:'Wahai Rasulallah, apakah kita (harus) berobat?’
Beliau saw. bersabda: 'Iya benar, karena sesungguhnya Allah
|

7.

Y7
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=

tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia pun menurunkan
penawarnya. (Penawar tersebut) diketahui oleh orang yang tahu,

dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu’.

Lafadz hadis yang lain, riwayat Ibn Majah, Abu Dawud, dan al-
Tirmidzi yang juga mensahihkannya):

& y) :J6 SsyaE It e @ Jyzs s Ll 06 ¢ 2T L g
Tty 25 ¥ ¢ 255 5 2z 4 g ) 5 p § B0 5 1355 0 Se
e Y] y) ¢ B 5 (1)) 106 95 g i 3025 6 G
(230 34
Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa sescorang bertanya:
"Wahai Rasulallah, apakah kita (harus) berobat?” Beliau saw.
menjawab: "Iya benar. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah
kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan suatu
p kit k li Dia letakkan pula p nya atau ob
kecuali satu penyakit”. Para sahabat pun bertanya: "Wahai
Rasulallah, apakah yang satu penyakit itu? " Beliau menjawab:

"Tua renta”. dalam redaksi yang lain: kecuali “Syam”, yaitu
kematian.

. Hadis riwayat Muslim, al-Nasa'i, Ahmad, al-Hakim, Ibn Hibban,

Al-Baihaqi, Abu Ya’la, al-Thahawi, al-Khathib al-Baghdadi, Abu
Zur‘ah al-‘Iragi, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Mandah, dan Taj al-
Din al-Subki:

Gl 55 2155 515 980 1 JB (luy ode B Lo B H s g2
Jls &1 03y £ s153

Dari Jabir, bahwa Nabi saw. bersabda: "Bagi setiap penyakit ada
obatnya. Apabila suatu obat cocok untuk suatu penyakit, maka
orang itu pun sembuh dengan seizin Allah Ta‘ala”.

. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Majah, dan al-Tirmidzi:

55 11355 s o Sl o Gy s &I JB w22

()3 52 o)) 206 SEE 1 )35 5 35 o8 4B 355 oy
Dari Abu Khuzamah yang bertanya: “Wahai Rasulullah,
bagai dl g rugyvah yang kami lakukan, dan

7

g pendap
obat-obatan yang kami g serta pelindung yang kami

pakai, Apakah hal itu dapat menolak ketentuan (qadar) Allah?”
Beliau saw.. pun menjawab: "Semua (vang engkau sebutkan itu)
thagian dari qadar Allah”.

Dewan Syariah N
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j. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah,
Ibn Hibban, dan al-Tirmidzi:i

d o o3 b g 2 5 50 O ad s 22
3 8y) 106 o3 il G 08 ol 348 2 5 Ly e
(35 405 5lsl
Dari Wa'il ibn Hujr al-Hadhrami, Thariq ibn Suwaid al-Ju‘fi
bertanya kepada Nabi saw.. tentang khamr, maka Rasulullah saw.
melarang (untuk menggunakannya). Thariq berkata: “Aku
menggunakannya hanya sebagai obat”. Nabi saw. pun
menjawab: "Sesungguhnya khamr bukan obat, tetapi penyakit”.
. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Dawud:

230 35 0 8y yrokey ade &0 o 0 25 06 106 g3 of 82

% 5998 ¥ 35 (2155 915 I8 Jass s
Dari Abu al-Darda’, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya
Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia
menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah, dan
Jjanganlah kalian berobat dengan yang haram”.

t

. Hadis riwayat Imam al-Bukhari, al-Tirmidzi, Ahmad, al-Darimi,
al-Baihaqi, Ibn Hibban, al-Humaidi, Abu Dawud al-Thayalisi,
‘Abd al-Razzaq, Ibn al-Jarud, Abu Ya‘la, al-Thahawi, al-
Daruquthni, dan al-Baghawi:

(R s s B A3y ¢ S g ke g0 06

Ibn Mas'ud berkata tentang benda yang memabukkan:
"Sesungguhnya Allah tidak vjadikan k buhan penyakit
kalian pada sesuatu yang diharamkan’.

m. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibn Majah, al-
Tirmidhi, dan Imam Ahmad:

e g 2 Loy e B Lo i 325 8 ) 106 558 f 2
(-

Dari Abu Hurairah, "Rasulullah saw. melarang berobat dengan
benda yang menjijikkan (al-khabits), yaitu yang dapat mematikan
(al-summ)”.

n. Riwayat al-Bukhari:

& O3 Y6 b O3 Syt 58 By ¢ gy Il @ A J6
@k

Dewan Syariah N

/
7 gy b4

155




156

107 Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah 8

w

&

Al-Zuhri berpendapat tentang air kencing unta: "Kaum muslimin
telah menggunakan air kencing unta sebagai obat, dan mereka
pun memandangnya sebagai hal yang biasa”.

e

Hadis riwayat Imam Ahmad, al-Nasa'i, dan al-Thabrani:
S 3y A Gl B 02 06 By

“Sesungguhnya Allah memberikan pahala pada setiap perbuatan,
bahkan hingga suapan seorang hamba ke dalam mulutnya”.

p. Hadis riwayat al-Bukhari, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa’i,
Malik, al-Daruquthni, al-Thabrani, dari Said ibn Zaid:

“Pohon yang ditanam pada tanah orang lain tanpa izin tidak
ghasilkan hak apapun”

Hadis riwayat Thabrani, Abu Ya‘la, al-Thabrani, al-Baihagi, Ibn

‘Adi, dan Abu Nu‘aim:

-2

G o s sl e sy 4 Ay

“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang mengerjakan
sesuatu dengan cermat.”

. Kaidah fikih :

LD e g3 33 Sy ey oot g b
“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan
. i i dak

kecuali ada dalil yang g va atau
kebolehannya™.

I o
“Kemudaratan harus dihilangkan.”
i ff Ll

“Kead. darurat  (menyebabkan) dibolehkannya (hal-hal)
yang terlarang.”

gyl G J ed o
“Keperluan (akan ) dapat ipati posisi (setara
dengan) darurat.”

. Aqwal ulama:

a. Pendapat al-Syathibi:

Dewan Syariah N
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Memperhatikan :

o

L

o

B2 s 5 5005, byl biiny g Gl 5y s 20 e S
o3 ¢ szl gy ‘J’géh A Bfs i B e Tz ok
TN RO RN EA VPRI O E P 1 I - T CS"
& aaaly dgis O g5 - A dakg B gyl Jae e S48 345
B8 sy O ey : J6 - a2l iy Y1 3 3550 cus
V35 oy ol Fad gand b Bobdi by e 5

s 3,22 2 Y 5 Bl Boissy

“Sedangkan perb. itsar (mendahulukan orang lain) atas diri
sendiri lalah pengguguran hak (kepentingan) pribadi yang paling
berat, yaitu 128 ingan diri sendiri demi untuk
kepentingan orang lain, yang dldasarkan pada keyakinan yang
benar dan senantiasa tulus dalam bertawakkal kepada Allah, dan
menanggung kesulitan diri sendiri dalam rangka menolong
saudaranya yang seiman atas dasar cinta karena Allah; dan hal
itu merupakan manifestasi akhlak yang terpuji dan perbuatan
yang mulai. Hal ini merupakan perbuatan dan akhlak Rasulullah
saw. yang diridhai...."

Setelah dasarkan arg inya de ejumlah hadis, al-
Syathibi menjelaskan: " Kesimpul. bahwa perbuatan itsar
didasarkan pada pengorbanan kepentingan pribadi seseorang
yang bersifat  pragmatis, sehingga ia bersedia menanggung
yang impa dirinya disebabkan ia lahuluk
kepentingan orang lain, tindakan ini tidak tercela selama tidak
melanggar tujuan syariah (magashid al-syariah). Namun
demikian, Jika tindakan tersebut melanggar tujuan syariah maka
tidak dipandang sebagai pengguguran hak atau kepentingan
pribadi dan juga bukan perbuatan terpuji menurut syariah.

2 1i

Permohonan fatwa dari MUKISI nomor: 084/MKS/V1/2015 tanggal
29 Juni 2015 ;

. Rapat konsinyering DSN-MUI dengan MUKISI di Bogor pada

tanggal 08 -10 Februari 2016 ;

Rapat koordinasi antara MUKISI, DSN-MUI, Komisi Fatwa MUI,
dan LPPOM MUI di Bogor pada tanggal 18 April 2016 ;

Rapat pembahasan fatwa antara MUKISI dan DSN MUI di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

Dewan Syariah N
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5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01
Oktober 2016 di Bogor:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan
gawat darurat.

2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.

3. Pemasok Alat Kesehatan adalah pemasok instrumen, aparatus,
mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang
digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan
meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan
pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki
fungsi tubuh.

4. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi
yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem
fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,
pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan
kontrasepsi, untuk manusia.

5. Pemasok Obat adalah entitas yang menyediakan atau ok
obat.

6. Pelayanan Rumah sakit adalah pelayanan untuk mencegah,
mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah
Sakit.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesi /qf‘
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. Penanggungjawab pasien adalah keluarga pasien atau pihak lain

yang menyatakan kesanggupannya untuk bertanggungjawab secara
finansial terkait pengobatan pasisen.

Lalai adalah meninggalkan perbuatan yang harusnya dilakukan
(tafrith/tagshir), atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak
dilakukan (ifrath/ta addi).

Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau
upah.

. Akad Jjarah Muntahiyyah bit Tamlik adalah perjanjian sewa

menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas
benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
Akad Bai’ (jual-beli) adalah pertukaran harta dengan harta yang
menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua
pihak, di mana pihak pertama (malik, shahibul mal) menyediakan
seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola
(amil, dharib), dan k gan usaha dibagi di antara mereka
sesuai nisbah yang disepakati.

Akad Musyarakah Mutanagishah adalah akad musyarakah atau
syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak
(syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh
pihak lainnya.

. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad pemberian kuasa dengan

imbalan (ujrah).

. Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis) adalah persetujuan

yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat
penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan
dilakukan terhadap pasien.

Panduan Praktik Klinis (PPK) adalah istilah teknis sebagai
pengganti Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam Undang-
Undang Praktik Kedokteran.

. Clinical Pathway (Alur Klinik) adalah alur yang menunjukkan

detail tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan, termasuk hasil
yang diharapkan.

Kedua Ketentuan Hukum
Penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah wajib
mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Dewan Syariah N
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Ketiga

Keempat

Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

1.

4.

Akad antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kesel adalah akad
ljarah atas jasa pelayanan kesehatan; Rumah Sakit sebagai
pengguna jasa (Musta jir), dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberi

jasa (4jir).

. Akad antara Rumah Sakit dengan Pasien adalah akad ijarah; Rumah

Sakit sebagai pemberi jasa (4jir), dan Pasien sebagai pengguna jasa
(Musta jir), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien.

. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan

Pemasok Alat Laboratorium (selanjutnya disebut P k) dapat

berupa:

a. Akad ijarah; Rumah Sakit sebagai penyewa (mustajir), dan
pemasok sebagai pihak yang menyewakan (mujir);

o

. Akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik; akad sewa yang diakhiri
dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari mujir
kepada musta jir;

c. Akad bai‘; Rumah Sakit sebagai pembeli (musytari), dan
pemasok sebagai penjual (ba'i’);

d. Akad mudharabah; Rumah Sakit sebagai pengelola (mudharib),
dan pemasok sebagai pemilik modal (shahib al-mal); atau

e. Akad musyarakah mutanagishah; rumah sakit dan pengelola
menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok
berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah
sakit secara bertahap.

Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Obat dapat berupa:

a. Akad bai*; rumah sakit sebagai pembeli (musytari), dan
pemasok obat sebagai penjual (ba'i’), baik secara tunai
(nagdan), angsuran (tagsith), maupun tangguh (a jil); atau

b. Akad wakalah bi al-ujrah; Rumah Sakit sebagai wakil, dan

pemasok obat sebagai pemberi kuasa (muwakkil) untuk menjual

obat kepada pasien.

Ketentuan terkait Akad

Dalam hal para pihak menggunakan akad ijarah, maka berlaku
ketentuan dan syarat akad ijarah yang terdapat dalam fatwa DSN-
MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah.

. Dalam hal para pihak menggunakan akad jual-beli, maka berlaku

ketentuan dan syarat akad jual-beli yang terdapat dalam fatwa
DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUV/IV/2000 tentang Murabahah.

. Dalam hal para pihak menggunakan akad al-ljarah Muntahiyyah bi

al-Tamlik, maka berlaku ketentuan dan syarat akad ljarah
Muntahiyyah bi al-Tamlik yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah N
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Nomor 27/DSN-MUI/I11/2002 tentang al-ljarah al-Muntahiyyah bi
al-Tamlik.

. Dalam hal para pihak menggunakan akad Musyarakah

Mutanagishah, maka berlaku ketentuan dan syarat akad
Musyarakah Mutanaqishah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI
Nomor 73/DSN-MUI/X1/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.

. Dalam hal para pihak menggunakan akad mudharabah, maka

berlaku ketentuan dan syarat akad mudharabah yang terdapat dalam
fatwa DSN-MUI  Nomor  07/DSN-MUV/IV/2000  tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

. Dalam hal para pihak menggunakan akad Wakalah bi al-Ujrah,

maka berlaku ketentuan dan syarat akad Wakalah bi al-Ujrah yang
terdapat dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Wakalah, dan fatwa DSN-MUI Nomor
52/DSN-MUV/II/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada
Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Kelima :  Ketentuan terkait Pelayanan

1.

. Rumah sakit wajib

Rumah Sakit dan semua pihak yang bekepentingan (stakeholders)
wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan
sebaik-baiknya.

. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan

Panduan Praktik Klinis (PPK), clinical pathway dan atau standar
pelayanan yang berlaku.

. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam

memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan
pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.

. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah,

santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan
pelayanan yang transparan dan berkualitas.
depankan aspek k dan
dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada

pasien.

il 1 :

Y

an

. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual

keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua

peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.

Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib
mewujudkan akhlak karimah.

Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat,
risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Syariah N
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Keenam

Ketujuh

Kedelapan

11. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama
Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang
kedokteran (al-masa’il al-fighivah al-waqi'iyah al-thibbiyah).

12. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang
wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata
cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).

13. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan
Rumah Sakit.

Ketentuan terkait Penggunaan Obat-ob Mal Mi

Kosmetika, dan Barang Gunaan

1. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman,
kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat
Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);

2. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari
MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur
yang haram;

3. Dalam kondisi terpaksa (dharuraf), penggunaan obat yang
mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed
consent.

P b

K terkait P p Pengg| dan Peng g

Dana Rumah Sakit

1. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah
dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi,
lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;

2. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset
lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

3. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan
usaha dan/atau transaksi k gan yang ber gan deng
prinsip-prinsip syariah.

4. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat,
infaq, sedekah, dan wakaf.

Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan
syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dewan Syariah N

I-Majelis Ulama Ind i jA




163

107 Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah 15

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
1 Oktober 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

DR. K.H. MA’'RUF AM

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
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Fatwa DSN-MUI Nomor 98/SDN-MUI/XI1/2015

¢ "’:@/ WA
v v -~
G AR
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : JIl. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp.: (021)3904146 Fax.:(021) 31903288

r

FATWA
d DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 98/DSN-MUI/X11/2015
Tentang .
PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SYARIAH

g A A oy

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi
masyarakat;

bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan selama ini tidak

sesuai syariah karena mengandung unsur riba dan gharar

sebagaimana keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI
se-Indonesia ke-5 Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah;

bahwa masyarakat memerlukan penyelenggaraan jaminan sosial

kesehatan yang sesuai dengan syariah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu ditetapkan fatwa Pedoman
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang sesuai dengan
Syariah Islam untuk dijadikan pedoman;

&

e

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:
a. QS. al-Nisa’ [4]: 58:
e sl ) ot g O sl
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya ...”.
b. QS. al-Ma’idah [5]: 1:
- 238l 533t 2T sl ey
“Hai orang-orang yangberiman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."
c. Q.Sal-Isra’ [17]: 34:
e N3k O 3R &) gl 15835 ..
“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban...”
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d. QS. al- Nisa’ [4]: 29:

52 0% Y Judy & oKl 5§ g gl i
..(..«f'

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

e. QS. al-Hasyr [59]: 18:
0 a5 U g sy i 2 0,7 s @ g

“Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah dibuat untuk
hari esok (masa depan)...”

QS. Al-Bagqarah [2]: 177:
by o7 24 5 8505 pdls G AL ga &ats o O 5
J" g & e Juh T szl oy Koy o3 p3dis
S Ty Sl 30T BN 3 Calsted ot g sty A
Bl A tag 87005 92l G gl ste 15 2aia é;s,ﬁs

2

l"l‘..ng‘).-_s_”l,u.o' %
“Bukanlah hadapk jahmu ke arah timur dan barat itu
suatu kebajtkan akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah
beriman kepada Allah, hari kemudi laikat-malaikat, kitab-

kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (vang
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;
dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan
menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepali janjinya
apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah
orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-
orang yang bertakwa.”

g. QS. Al-Nisa’ [4]: 36-39:
A G @y Oesy s G2 g b5 N5 N kg
U3 Jetd 1 L,.ib wl-.a.\l) J! ,u-n, ai @3 )\34, u\s\....J\,
iy Syl ol gt Vi B8 2 A Y & 8 £Lis
Logh U156 5 30 Gl ol 0 A 20067 U 52555 gy o0

“Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya
dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-
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bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat,
Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-
v banggakan diri. (Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh
orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah
yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah
menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan .

h. QS. Al-Mumtahanah [60]: 8:

B 146 o itk B o g b £ o o 0 puid
G20 L A By gl 1 s 1000

“Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil

terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama

dan tidak (pula) mengusir kamu kalian dari negerimu.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil”'.

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-
Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik
dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan
al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

e Y5 572 Y
“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak

boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh
orang lain) dengan bahaya (perb yang merugikannya).”
b. Hadis Nabi s.a.w. riwayatal-Hakim dan al-Baihagi dari Ibnu
Abbas r.a.:
Elsga 8 Gl s (SRR (5 By A5 45
“Ambillah kesempatan dalam lima kondisi sebelum datang
kondisi lainnya: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum

sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum
sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu”.

c. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibn Hibban dari bapaknya Ja’far bin
Amr r.a., riwayat al-Tirmidzi dan al-Baihaqi dari Anas bin
Malik r.a., :

A R A T O P Y T L TP T 7
538 alas 106 €855 g6 il cles e S Lo 22 935 06
“Seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. terkait untanya,
apakah saya (boleh) membiarkan (tidak mengikat) unta saya
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kemudian bertawakkal (kepada Allah)?. Rasulullah s.a.w.
bersabda: “lkatlah untamu dan bertawakallah (kepada Allah).”

d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin
‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin
Abdillah bin amr bin ‘Aun r.a.:
byakely U st 5 S8 g5 s Yy Gpadedll G s el

s ot S0 g L Y bt e
“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang
diberlakukan  diantara  mereka  kecuali  syarat  yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

e. Hadis Nabi s.a.w. riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah
r.a. dan Abu Sa’id al-Khudri r.a.:

Aaf aasadls paf sate e
“Barang siapa mempekerjakan pekerja,  beritahukanlah
upahnya.”

f. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a.,
riwayat al-Thabrani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari
Abu Hurairah r.a.:

Bz Gad O 4 et oYl
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

¢. Hadis Nabi s.a.w. riwayat jama’ah (al-Bukhari, Muslim, Abu
Daud, al-Nasa’i, Malik, dan al-Darimi yang semuanya
menerima dari Abu Hurairah r.a., riwayat al-Tirmizi, Ibn Majah,

dan Ahmad yang ketiganya dari Abu Hurairah r.a. dan Ibn
‘Umar r.a.):

“M da-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu adalah suatu kezaliman...”

h. Hadis Nabi s.aw. riwayat al-Nasa’i, Abu Dawud, Ibn Majah,
Ahmad, Ibnu Hibban, al-Thabrani, dan al-Hakim yang
semuanya dari bapaknya‘Amr bin al-Syuraid r.a.:
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang

mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi
kepadanya.”
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i. Hadis Nabi s.aw. riwayat al-Bukhari dari al-Nu’man bin Basyir

ra.:
$ab (S5 a8 1aabiads a3y 1eh G et 8
: SA gy s o 8 215

! “Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam saling
cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. Apabila kepala
mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan
demam.”

j. Hadis Nabi s.aw. riwayat Muslim, al-Baihaqi dan Ibnu Hibban
dari Abu Sa’id al-Khudhri r.a.:

G b DO s 4 5B Y 15 o g B B gl s 082
G353 oo o g 06 5

kolohik Yol

“Barangsiapa yang ipunyai aan - yakni
lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah
bersedekah dengan kelebihannya itu kepada orang yang tidak
mempunyai kendaraan dan barangsiapa yang mempunyai
kelebihan bekal mak , maka hendaklah bersedekah kepada
orang yang tidak ipunyai bekal mak apa-apa.”

k. Hadis Nabi s.aw. riwayat al-Bukhari dan Abu Daud dari Abu
Hurairah r.a.:

Gl S 85 55 gl VU 5
“Siapa saja meninggalkan harta maka itu bagi ahli warisnya.

Dan siapa saja meninggalkan tanggungan keluarga, maka itu
tanggungjawabku (sebagai pemimpin).”

1. Hadis Nabi s.aw. riwayatal-Bukhari dari Abu Hurairah r.a.:
b a8 5 83 Gt 10 B85 800 1 1 ity 5
ish Yu &5 15
“Saya (Rasulullah s.a.w.) lebih berhak atas umat Islam

daripada diri mereka sendiri, siapa saja orang mukmin yang
wafat kemudian meninggalkan hutang, maka saya (sebagai

pemimpin) harus bayarnya. Dan siapa saja (orang mukmin
yang wafat) k di inggalkan harta, maka itu bagi ahli
warisnya.”

m. Hadis Nabi s.aw. riwayatal-Thabrani dari Salman r.a.:
ity bl G i O dlog o Lo g5 G
e W Jog 2l 5 85 s e YU B3 2406 € e
o U o e e
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Memperhatikan :

"Rasulullah s.a.w. menyuruh kami untuk menebus kaum
muslimin yang menjadi ta dan berikan per
mereka. Kemudian Beliau bersabda: Siapa saja yang
meninggalkan harta maka itu bagi ahli warisnya, dan siapa saja
. yang meninggalkan hutang, maka itu menjadi tanggungjawabku
dan  tanggung jawab  pemerintah  sesudahku  untuk
mengalokasikannya dari perbendaharaan Negara”.

3. Kaidah Fikih:

o

Yy duyi cusdd g gt

holohk

A e g

hontuk

“Pada dasarnya, segala lat diper
kecuali ada dalil yang g/ kannya atau
kebolehannya”.

2 A

Jgs .o
“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan”.

GGy A8 83
“Bahaya (dharar) harus dicegah sebisa mungkin".

M\J Lbis £ QJ; (»L-}II i
“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada
kemashlahatan (masyarakat) ™.
unr_i;.“ fsdeadl g.\»,\..;t i

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum
Allah”.

1. Pendapat Ibn Qudamah, dalam kitab A/-Mughni, al-Riyadh: Dar
‘Alam al-Kutub, 1997, j.VII, h. 205-206:

G el 55 plos ofs B i Lo 5 0P s s i SR 5
985 s Jaa 3% S 35 3 s W 265 G sh2 3 Sk I el
B A ey Bl jatd S Sy

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan dengan imbal,
tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi s.a.w. pernah mewakzlkan
kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk
beli kambing, kepada ‘Amr dan Abu Rafi dalam menerima
pernikahan, tanpa ; beliau pun pernah mengutus para

Lo %
pegawainya untuk menerima sedekah (zakat) dan memberikan
imbalan kepada mereka”.

2. Keputusan Lembaga-Lembaga Fikih Internasional tentang ar-ta "min

ash-shihhi al-hukumi:
a. Keputusanal-Majma’ al-Fighi al-Islami li Rabithah al-Alam al-
Islami tahun 1398 H, Hai’ah Kibar al-Ulama al-Mamlakah al-

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
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‘Arabiyah as-Su’udiyah No. 51 tahun 1397 H, Majma’ al-Figh
al-Islami al-Dauli li al-Ta’awun al-Islami No. 2/9 :
o 7l Ak 58 poy st Ot fasz goll 3 &

el

¢ R t,,-n J.\:,I SE

[ ‘Bahwa akad yang sesuai dengan Islam adalah akad asuransi
yang didasarkan pada akad tabarru’ dan ta’awun.’

b. Rekomendasi seminar at-Tasyri’ al-Islami tahun 1972 di Libia:
&, J‘-<’ g d 'p-'rJ{u"l’-’ S ~,s““‘-‘.’-\Ji o i OE
B i a t\hm ol g s 2 s 3 e 363 Lp

By b3 e aslian ) Ay 222 |uu\.h 555 L amr sl
tyl e S A WL-M flis O 85 Yy gl o it
S sl 5 el s atl falias & sy ozl

Ol By 2% Ui g Wi 1SSy

Jaminan sosial harus diperluas supaya setiap keluarga merasa
terjamin karena ada yang 7 ya saat
keluarga meninggal, pensiunnya atau sebab — sebab
pendapatan terputus lainnya. Asuransi kesehatan dibolehkan
berdasarkan maslahat yang harus ditunaikan oleh negara.
Begitu pula asuransi sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat,
khususnya bagi negara-negara miskin yang tidak bisa
memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara
cuma-cuma.

3. Keputusan dan Rekomendasi [jtima’ Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren
at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22
Sya’ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M;

4. Hasil Pertemuan antara BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN,
dan OJK Sehubungan dengan Putusan dan Rekomendasi [jtima'
Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia tentang Penyelenggaraan
Jaminan Keschatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tertanggal
04 Agustus 2015;

5. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari
Selasa tanggal 10 Rabi’ al-Awwal1437 H./ 22 Desember 2015 M;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Kesehatan Syariah

Pertama :  Ketentuan Umum
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Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1.

)

10.

11.

12.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak;

. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan adalah cara

penyelenggaraan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak di bidang kesehatan;

. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;

. BPJS-Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan;

. Peserta-Individu adalah setiap orang yang membayar iuran, baik

membayar sendiri, dibayarkan sebagian atau seluruhnya oleh
pemberi kerja, ataupun dibayarkan oleh Negara, guna mengikuti
program jaminan sosial kesehatan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

. Peserta-Kolektif adalah keseluruhan Peserta Individu yang

terhimpun dalam kumpulan peserta jaminan sosial kesehatan;

. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan usaha,

atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau
penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya;

. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji,

upah, atau imbalan dalam bentuk lain;

Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana amanat milik Peserta-
Kolektif yang merupakan himpunan iuran beserta hasil
pengembangannya dan/atau berasal dari sumber lainnya yang
dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat bagi
peserta-Individu dan biaya operasional penyelenggaraan program
Jaminan Sosial Kesehatan;

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur olch
Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah;

Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir
miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan
Sosial;

Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta
dan/atau anggota keluarganya;

. Fasilitas Kesehatan (Faskes) adalah fasilitas pelayanan kesehatan

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah atau masyarakat;

|
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14.

15.

16!

20.

21,

22.

23.

Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan;

Prinsip syariah adalah ketentuan-ketentuan atau aturan yang
terdapat dalam fatwa DSN-MUI;

Akad hibah adalah pemberian sejumlah dana dari Peserta-Individu
kepada Peserta-Kolektif, dari Pemerintah kepada Penerima Bantuan
Iuran (PBI), dan/atau dari Pemerintah kepada BPJS Kesehatan
sebagai wakil Perserta Kolektif untuk menanggulangi Dana
Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif;

. Akad gardh adalah pinjaman dari BPJS Kesehatan kepada Peserta

Kolektif untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Dana Jaminan
Sosial Kesehatan atau pinjaman dari pemerintah kepada Peserta
Kolektif untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Dana Jaminan
Sosial Kesehatan apabila pemerintah belum memiliki anggaran
khusus;

. Akad mu’awadhat adalah akad usaha antara BPJS Kesehatan

sebagai wakil Peserta Kolektif dengan Pihak ketiga untuk
mengembangkan Dana Jaminan Sosial Kesehatan;

. Akad Jjarah adalah akad antara BPJS Kesehatan sebagai wakil

Peserta Kolektif dengan Faskes untuk melakukan pelayanan
kesehatan;

Akad Wakalah atau Wakalah bi al-Ujrah adalah akad antara
Peserta-Kolektif dengan BPJS Kesehatan untuk kegiatan
administrasi dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah;

Akad Kafalah adalah akad antara BPJS Kesehatan dengan Peserta
Kolektif untuk menanggulangi Dana Jaminan Sosial Kesehatan
yang bernilai negatif;

Zhulm adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan,
ketidakseimbangan, dan merugikan pihak lain; dan

Lalai adalah meninggalkan perbuatan yang harusnya dilakukan
(ifrath/ta’addi), atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak
dilakukan (tafrith/tagshir).

Kedua :  Ketentuan Hukum
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan boleh dilakukan dengan
mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga :  Ketentuan Akad dan Personalia Hukum

1P

Akad antara Peserta-Individu dengan Peserta-Kolektif  yang
diwakili BPJS Kesehatan adalah akad hibah dalam rangka saling
menolong sesama peserta (fa ‘awun);

Akad antara Pemerintah dengan Peserta-Individu sebagai Penerima
Bantuan Turan (PBI) adalah akad hibah, yang diserahterimakan
kepada BPJS Keschatan sebagai wakil dari Peserta-Kolektif;

Dewan Syariah Nasional
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Keempat

Akad antara Peserta-Kolektif dengan BPJS Kesehatan adalah akad
wakalah atau akad wakalah bil ujrah;

Akad wakalah atau wakalah bil ujrah sebagaimana dimaksud pada
angka 3 dapat mencakup pemberian kuasa untuk:

Kegiatan administrasi;

Pengelolaan portofolio risiko;

Investasi/Pengembangan DIJS;

Pembayaran klaim (dari BPJS ke Faskes); dan

. Pemasaran (Promosi)/sosialisasi;

Akad antara BPJS Kesehatan dengan pihak lain dalam rangka
pengembangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah akad
mu’awadhat, baik dalam bentuk jual-beli, ijarah, maupun akad
yang berbasis bagi hasil;

Akad antara Pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai wakil
Perserta Kolektif adalah akad hibah untuk menanggulangi Dana
Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif; atau akad gard
apabila pemerintah belum memiliki anggaran khusus;

Akad antara BPJS Kesehatan dengan Peserta-Kolektif adalah akad
kafalah atau akad gardh untuk menanggulangi Dana Jaminan
Sosial Kesehatan yang bernilai negatif;

Akad antara BPJS Kesehatan dengan Peserta-Kolektif adalah akad
kafalah atau akad gardh untuk menanggulangi kesulitan likuiditas
asset Dana Jaminan Sosial Kesehatan;

Akad antara Pemerintah dengan BPJS Keschatan sebagai wakil
peserta-kolektif adalah akad kafalah atau gardh dalam hal BPJS
Kesehatan tidak dapat memberikan talangan, atau dapat
memberikan  talangan namun tidak mencukupi  untuk
menanggulangi kesulitan likuiditas aset Dana Jaminan Kesehatan;

o a0 TP

10. Akad antara BPJS Kesehatan dengan Faskes adalah akad ijarah.

Ketentuan terkait Iuran dan Layanan

1.

BPJS Kesehatan harus memberikan kemudahan bagi semua peserta
BPJS di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan pelayanan
yang baik sesuai dengan hak mereka;

BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif wajib memberikan
informasi yang jelas kepada Peserta Individu terkait jumlah iuran
dan manfaat atau cakupan layanan fasilitas kesehatan yang
ditanggung (jenis layanan, tingkat layanan, tenaga medis,
penunjang diagnostik, obat, bentuk-bentuk terapi, dan biaya-biaya
layanan kesehatan lainnya);

BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif — wajib
bertanggungjawab untuk mengupayakan agar besaran pembayaran

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia }q'\
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imbalan dan membayarnya kepada fasilitas layanan kesehatan
(Faskes) melalui sistem yang adil dan transparan;

4. BPJS Kesehatan wajib menunaikan kewajibannya dengan baik

kepada Faskes sesuai perjanjian;

5." Faskes wajib memberikan layanan keschatan kepada Peserta-

Individu sesuai prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku; wajib menolong pasien dan dilarang
menolak dan/atau mengabaikannya;

6. Faskes/Rumah Sakit wajib memberikan imbal jasa yang berasal

dari BPJS Kesehatan kepada para dokter dan paramedik serta
semua unsur di dalam Faskes sesuai dengan prinsip keadilan dan
prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kelima :  Ketentuan terkait Dana Jaminan Sosial Bernilai Negatif

1.

Pemerintah wajib menghibahkan dana untuk menutupi negatif
DIS;

Dalam hal Pemerintah belum memiliki alokasi anggaran untuk
menanggulangi DJS bernilai negatif. pemerintah dapat
menalanginya dengan akad gardh; dan

Dalam hal pemerintah belum menghibahkan dana untuk
mencukupi DJS yang bernilai negatif, maka BPJS Keschatan wajib
memberikan dana talangan kepada DJS dengan menggunakan akad
qardh atau kafalah.

Keenam : Ketentuan terkait Kesulitan Likuiditas Aset Dana Jaminan Sesial

1.

BPJS Kesehatan dapat memberikan talangan berdasarkan akad
kafalah atau qardh kepada aset DJS untuk menanggulangi
kesulitan likuiditas;

. Dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan talangan, atau

dapat memberikan talangan namun tidak mencukupi untuk
menanggulangi kesulitan likuiditas aset Dana Jaminan Kesehatan,
pemerintah dapat memberikan talangan berdasarkan akad kafalah
atau qardh;

Ketujuh : Ketentuan terkait Penempatan dan Pengembangan DJS
1.

BPJS Kesehatan wajib memiliki rekening penampungan DJS pada
bank syariah;

. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif wajib melakukan

pengelolaan portofolio DJS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

. BPJS Keschatan sebagai wakil Peserta-Kolektif tidak boleh

mengembangkan DJS pada kegiatan usaha dan/atau transaksi
keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah; dan

|
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Kedelapan

Kesembilan

Kesepuluh

4. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif dalam upaya
mengembangkan DJS harus menggunakan akad-akad yang sesuai
prinsip-prinsip syariah.

terkait Sanksi

. BPJS Kesehatan boleh mengenakan sanksi (fa zir) kepada Pemberi
Kerja atau Peserta-Individu dengan ketentuan berikut:
a. Apabila Pemberi Kerja atau Peserta-Individu terlambat

membayar iuran karena lalai, maka boleh dikenakan sanksi
(ta’zir);

. Apabila pemberi Kerja atau Peserta-Individu terlambat

membayar iuran karena sebab yang benar menurut syariah dan
hukum (misal karena kendala teknis operasional, kesulitan
keuangan yang sangat atau karena ketidaktahuan), maka BPJS
Kesehatan tidak boleh mengenakan sanksi;

. Tingkatan berat atau ringannya sanksi (fa’zir) dapat

diberlakukan  sepadan dengan jenis dan tingkatan
pelanggarannya; dan

. Dana sanksi (ta’zir) wajib diakumulasikan ke dalam Dana

Jaminan Sosial;

2. BPIJS Kesehatan boleh dikenakan sanksi (fa zir) karena terlambat
dalam pembayaran imbalan kepada Faskes sesuai nilai syariah
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3. Dana sanksi (fa'’zir) sebagaimana pada angka 2 di atas wajib
dipergunakan untuk Dana Sosial;

Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui
musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian
sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta
disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan.
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Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Desember 2015 M.

10 Rabi’ al-Awwal 1437 H.

DEWAN SYARIAH NASIONAL

v

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketu:
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8. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi

PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR’' AN (l1Q) JAKARTA

Ji. k. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : lig@iiq.ac.id Website : www.liq.ac.id
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RIWAYAT HIDUP

Salsabila al-hasni, lahir pada tahun 2002 di Kecamatan
Marisa, Gorontalo. Penulis menempuh pendidikan
pertama di umur 5 tahun pada jenjang pendidikan
Taman Kanak-kanak (TK) Al-Khairaat, Tilamuta,
selanjutnya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yayasan Pondok Pesantren
Al-Khairaat, Tilamuta pada tahun 2014, kemudian

melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah
Yayasan Pondok Pesantren Al-Khairaat Madinatul Ilmi Dolo, Sulawesi
Tengah pada tahun 2014-2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Al-Khairaat Madinatul Ilmi Dolo,
Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2020. Setelah menyelesaikan pendidikan di
Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata 1 (S1)
di Institut [lmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta dan terdaftar pada tahun 2021 sebagai
Mahasiswi 11Q Jakarta di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Berkat petunjuk dan ridho dari Allah
SWT, do’a kedua orang tua beserta keluarga besar dan sahabat, penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penulis berharap skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pembaca dan penulis.
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